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ABSTRAK 

 

TUBAGUS ARIF. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengguna Layanan 

Terhadap Kepuasan Pelayanan Perizinan di  Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) Badan Penanaman Modal Dan Promosi Provinsi Dki Jakarta 

(dibimbing oleh Tatag Wiranto) 

Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) adalah satuan kerja di Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan promosi 

investasi di Jakarta dan memberikan pelayanan dan pembinaan bagi penanaman 

modal, termasuk pelayanan perizinan untuk penanaman modal. Pelayanan izin 

penanaman modal ini dilakukan melalui Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP). PTSP adalah sistem pelayanan perizinan dimana pemohon izin cukup 

datang ke satu tempat untuk berbagai izin penanaman modal yang dibutuhkannya 

dengan pelayanan yang cepat, sederhana dan pasti. Pembentukan PTSP di Jakarta 

dilakukan melalui sebuah loket layanan di BPMP dan kemudian dikembangkan 

menjadi UPT tersendiri. Pengembangan UPT memberi dampak peningkatan 

pelayanan yang diberikan dan kemudahan bagi investor yang mengurus izin 

investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-fator yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna PTSP dalam memanfaatkan pelayanan 

PTSP untuk perizinan investasinya. Terdapat beberapa variabel dari pelayanan 

setelah menjadi UPT yang diduga berpengaruh pada peningkatan kepuasan 

pengguna layanan PTSP.  Ketiga variabel tersebut adalah sistem dan prosedur 

pelayanan yang diterapkan, kapasitas dan kemampuan pegawai dalam 

memberikan pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan. Untuk menguji pengaruh 

variabel-variabel tersebut, maka digunakan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan sampel penelitian pengguna layanan di UPT PTSP periode Juni-Juli 

2013 sebanyak 92 Sampel dari 102 kuesioner yang disebar. Ketiga variabel 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna 

layanan PTSP. Variabel sistem dan prosedur pelayanan menunjukkan pengaruh 

yang paling signifikan dan paling besar terhadap tingkat kepuasan pengguna 

layanan PTSP, diikuti oleh variabel kemampuan dan sikap petugas. Dengan kata 

lain untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan semakin memperbaiki 

pelayanan di PTSP, maka  variabel-variabel tersebut harus menjadi fokus 

perbaikan pelayanan di PTSP.  

Kata kunci : PTSP, penyederhanaan perizinan, iklim investasi  
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ABSTRACT 

 

TUBAGUS ARIF. Factors Influencing Users  Satisfaction Towards Services 

at One Stop Services (OSS) Licensing Services in The Investment Promotion 

Agency, Provincial Government  Jakarta ( guided by Tatag Wiranto ) 

 

Jakarta Investment and Promotion Board (BPMP) is a unit of work on the Jakarta 

provincial government that has the duty and function to promote investment in 

Jakarta and to provide services and guidance to investment, including licensing 

services for investment. These services for investments licensing made through 

One Stop Licensing Services (OSS/PTSP). OSS is a system of licensing services 

where applicant can simply come to one place for the various investment licenses 

needed with fast, a simple and definite service. The establishment of OSS in 

Jakarta was started with a service counter in BPMP and then developed into a 

separate Unit (UPT). Development of UPT gives impact on increased on services 

provide by PTSP and ease for investors who process their investment license in 

Jakarta. This study aims to determine the factors that affect the level of user 

satisfaction in utilizing OSS services for investment licensing. There are some 

variables from the service after becoming UPT who gives effect on increasing 

user satisfaction to PTSP. Those three variable are the system and procedures, the 

capacity and capabilities of staff in providing services and reasonableness of 

service charges. All three variables showed a significant effect on the level of user 

satisfaction PTSP. Variable systems and procedures shows the most influence and 

significant towards the level of user satisfaction of PTSP services, followed by the 

variables of capability and attitude of PTSP staffs. On other words, to increase 

user satisfaction and further improve of the OSS services, then both variables 

should be the focus of service improvement in the OSS 

 

Keyword : OSS, streamlining licensing process, investment climate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi iklim investasi dan 

usaha telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. 

Persoalan investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan bukan lagi 

semata-mata masalah ketersediaan modal maupun sumber daya yang dapat 

menjadi pendorong masuknya modal ke suatu daerah/negara. Ditengah 

pergerakan arus modal, barang dan jasa yang semakin  cepat, faktor 

lingkungan usaha juga menjadi variabel penting bagi masuknya modal di 

suatu daerah. Lingkungan usaha dan investasi yang tidak kondusif bukan 

hanya dapat menghambat masuknya modal ke daerah tersebut dan dialihkan 

ke daerah lain yang memiliki lingkungan usaha yang lebih kondusif, namun 

juga dapat menyebabkan modal yang sudah ada juga hengkang ke luar 

daerah. Larinya modal dan ditutupnya sejumlah industri di negara-negara 

yang dinilai memiliki lingkungan atau iklim usaha yang tidak kondusif 

memberi pelajaran penting tentang peranan iklim usaha dalam mendorong 

masuknya investasi sebagai sumber pertumbuhan. 

Masuknya investasi di suatu daerah menjadi tumpuan bagi daerah 

tersebut untuk tumbuh mengingat pertumbuhan yang berasal dari investasi 

langsung (direct investment) akan memiliki kekuatan dan pertumbuhan yang 

berkualitas dibanding pertumbuhan yang hanya mengandalkan faktor 

konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, iklim investasi juga menjadi faktor 

penting untuk menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas di suatu daerah. 

Menurut Stern (2002), iklim investasi dapat dipahami sebagai semua 

kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung 

maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang dapat mempengaruhi 

tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Terdapat tiga faktor utama 



2 
 

yang membentuk iklim investasi di suatu daerah/negara yaitu (i) kondisi 

ekonomi makro: termasuk stabilitas ekonomi makro, keterbukaan ekonomi, 

persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik, (ii) kapasitas 

pemerintahan dan kelembagaan: termasuk kejelasan dan efektifitas 

peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar 

tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil; dan (iii) 

Infrastruktur: mencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, 

listrik, dan air.
1
 

Political Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga survei 

dan kajian yang bermarkas di Hong Kong, melansir peringkat negara- 

negara di Asia terkait dengan penilaian terhadap sistem birokrasi dalam 

mendukung investasi dan kegiatan ekonomi. Indonesia mendapat penilaian 

yang buruk dalam hal birokrasi (termasuk korupsi dalam pelayanan 

birokrasi) dalam mendukung kegiatan ekonomi. Dalam survei ini negara 

yang dinilai paling buruk sistem birokrasinya adalah India dengan mendapat 

indeks 9,41, diikuti oleh Indonesia denganskor 8,59 persen. Negara dengan 

indeks birokrasi yang buruk lainnya adalah Filipina 8,37, Vietnam 8,13, 

China 7,93, Malaysia 6,97, Taiwan 6,60, Jepang 6,57, Korea Selatan 6,13, 

dan Thailand 5, persen. Sementara Singapura dan Hong Kong dinilai 

memiliki birokrasi yang paling efisien, masing- masing memperoleh skor 

2,53 dan 3,49
2
. 

Kondisi yang akan dapat mempengaruhi peningkatan investasi di 

Indonesia, tentunya salah satunya adalah adanya lingkungan yang ramah 

terhadap investasi. Terdapat iklim investasi yang mendukung 

berkembangnya investasi pada suatu daerah. Iklim investasi tersebut sangat 

berkaitan dengan praktek pemerintahan yang baik (good governance) 

menyangkut transparansi dan kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, 

serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Hasil survey yang 

dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2012, memperlihatkan indikator 

                                        
1 Stern Stewart, Sharpe, dan Treynor dalam Arisyidin HS dan Edi Subiyantoro, Jurnal Akutansi 

dan Bisnis Vol. 5 No. 2, halaman 161-177. Jakarta : LIPI, Agustus 2005  
2(www.koran-jakarta.com,   Rabu, 9 Juni 2010, www.asiarisk.com, 20 Maret 2013). 

http://www.koran-jakarta.com/
http://www.asiarisk.com/
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dunia usaha (indicator of doing business) Indonesia belum menunjukkan 

posisi yang baik. Bahkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

beberapa indikator usaha di Indonesia cenderung semakin memburuk. Hasil 

survey Bank Dunia pada tahun 2012 tersebut dapat ditunjukkan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1.1. Peringkat kemudahan berbisnis di beberapa negara tahun 2012 

Deskripsi Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam 

Kemudahan 

melakukan  

Usaha 

129 18 136 1 17 98 

Memulai usaha 155 50 158 4 78 103 

Perizinan 

konstruksi/ 

bangunan 

71 113 102 3 14 67 

Mendapatkan 

sambungan 

listrik 
161 59 54 5 9 135 

Mendaftarkan 

hak milik 
99 59 117 14 28 47 

Memperoleh 

kredit 
126 1 126 8 67 24 

Melindungi 

investor 
46 4 133 2 13 166 

Pembayaran 

pajak 
131 41 136 4 100 151 

Perdagangan 

lintas batas 
39 29 51 1 17 68 

Menegakkan 

kontrak 
156 31 112 12 24 30 

Menutup usaha 146 47 163 2 54 142 

Sumber: Bank Dunia. Doing Business in 2012 

Catatan: terdapat 183 negara sampel 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa di antara negara-negara ASEAN 

dalam sampel, Indonesia memiliki peringkat kemudahan melakukan usaha 

terburuk, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Vietnam. Komponen 

yang paling buruk adalah indikator untuk memulai usaha dan menegakkan 
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kontrak (enforcing contract). Untuk meningkatkan lingkungan yang ramah 

investasi, Indonesia harus bekerja keras untuk memperbaiki indikator ini 

pada masa depan karena hal ini berkaitan dengan persepsi.  

Sementara pada Survei Sub National Doing Business yang dilakukan 

terhadap terhadap 20 kota di Indonesia pada tahun 2012, juga menunjukkan 

Jakarta masih tertinggal dalam memberikan pelayanan perizinan yang baik 

bagi investor dan pelaku usaha. Dalam survei tersebut, Jakarta hanya berada 

di peringkat ke 8 dalam kemudahan berbisnis diantara 20 kota yang 

disurvei. Kota-kota yang memiliki kinerja terbaik di Indonesia adalah 

Yogyakarta cukup 8 prosedur untuk mengurus perizinan mendirikan 

bangunan dengan lama waktu 39 hari. Palangkaraya juga dengan 8 prosedur 

dengan waktu 27 hari namun dengan biaya yang lebih tinggi. Surakarta 

berada di peringkat ketiga dengan total 8 prosedur untuk mendirikan usaha 

dengan lama waktu 29 hari. Khusus untuk kemudahan pengurusan perizinan 

mendirikan bangunan, Balikpapan menjadi kota yang paling memberikan 

kemudahan bagi investor, diikuti oleh Jambi dan Palembang. Sementara 

untuk kemudahan pendaftaran property adalah di kota Bandung bersama-

sama dengan Jakarta. 

Hasil survei itu menyebutkan bahwa selain Yogyakarta, Balikpapan 

dan Banda Aceh menunjukkan peringkat yang baik untuk tiga kategori 

utama penilaian dalam Sub National Doing Business ini. Banda Aceh 

mengalami perkembangan yang baik dalam perbaikan sistem perizinan 

untuk investasi dimana untuk kemudahan mendirikan usaha berada di 

peringkat ke 5 dan untuk kemudahan perizinan mendirikan bangunan berada 

di peringkat 4. Sementara Balikpapan berada di peringkat pertama untuk 

kemudahan perizinan mendirikan bangunan dan peringkat 7 untuk 

kemudahan mendirikan usaha. 
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Tabel 1.2. Peringkat doing business pada 3 kriteria di 20 kota di Indonesia 

No Kota 

Kemudahan 

mendirikan 

usaha 

Kemudahan 

pengurusan perizinan 

untuk mendirikan 

bangunan 

Kemudahan 

pendaftaran 

property 

1 Balikpapan 7 1 12 

2 Banda Aceh 5 4 12 

3 Bandung 12 8 1 

4 Batam* 15 10 20 

5 Denpasar 9 17 12 

6 Gorontalo* 6 Tidak ada  5 

7 Jakarta 8 19 1 

8 Jambi* 18 2 7 

9 Makassar 17 11 9 

10 Manado 20 18 15 

11 Mataram* 10 12 4 

12 Medan* 19 6 7 

13 Palangkaraya 2 14 16 

14 Palembang 11 3 3 

15 Pekanbaru 16 15 18 

16 Pontianak* 13 7 9 

17 Semarang 4 8 19 

18 Surabaya 14 16 11 

19 Surakarta 3 12 17 

20 Yogyakarta 1 5 6 

Sumber : International Finance Corporation-The World Bank Group, 2012 

 

Dalam tabel di atas tampak bahwa provinsi DKI Jakarta yang 

merupakan Ibukota negara menduduki peringkat ke-8 dalam hal kemudahan 

mendirikan usaha yang meliputi semua perizinan pada tahap memulai usaha. 

Hal ini berarti untuk mengembangkan investasi dan usaha di DKI Jakarta 

masih terdapat  hambatan dalam hal birokrasi perizinan yang menunjukkan 

bahwa pelayanan perizinan di DKI Jakarta masih bermasalah terutama 

berkaitan dengan waktu dan biaya untuk mengurus perizinan serta birokrasi 
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yang sangat panjang karena tidak adanya pelayanan yang efektif dan efisien 

serta  terpadu dalam pelayanannya. Saat ini pada kebanyakan daerah di 

Indonesia, pelayanan perizinan khususnya izin-izin yang diperlukan untuk 

penanaman modal dan pendirian usaha masih tersebar pada beberapa Satuan 

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Hal ini menjadi salah satu sebab 

pelayanan perizinan menjadi kurang efisien karena untuk mendapatkan izin-

izin tersebut, investor atau pelaku usaha harus mendatangi beberapa instansi 

Untuk itu dibutuhkan sebuah upaya guna mendorong pemerintah daerah 

menyatukan pelayanan perizinan melalui pola pelayanan terpadu (one stop 

Service)  dimana untuk mendapatkan beberapa perizinan yang dibutuhkan, 

cukup mendatangi satu tempat dengan proses yang sederhana, cepat dan 

terpadu. 

Semakin berkembangnya dunia bisnis menuntut upaya pemerintah 

untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku bisnis, utamanya 

dalam hal pemberian fasilitas dan kemudahan izin dalam melakukan 

investasi dan mengembangkan usaha, termasuk di Jakarta. Kedua hal 

tersebut bagi daerah-daerah menjadi daya tarik yang dapat diberikan kepada 

pelaku bisnis agar merealisasikan rencana usahanya di daerah mereka. 

Kedua hal tersebut juga berada pada wilayah kebijakan pemerintah sehingga 

dimungkinkan bagi daerah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam 

menciptakan daya tarik investasi. Upaya untuk menciptakan kondisi ini 

salah satunya adalah dengan mengembangkan lembaga pelayanan perizinan 

yang memberikan pelayanan perizinan yang lebih terpadu dengan proses 

yang lebih disederhanakan dan memberikan kepastian melalui suatu 

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha melakukan serangkaian 

program untuk memperbaiki iklim usaha khususnya dalam perizinan usaha 

dan investasi dan kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan yang 

diperlukan untuk peningkatan pada tahap berikutnya. Upaya yang dilakukan 

diantaranya adalah (i) mengurangi prosedur yang harus dilalui dalam 

pengurusan suatu izin (dalam aplikasinya masih cukup panjang dan rumit), 
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(ii) mengurangi persyaratan atas suatu izin yang dinilai memberatkan, (iii) 

menghilangkan izin yang dinilai menghambat namun fungsinya tidak cukup 

jelas bagi pengawasan kegiatan usaha, sampai dengan (iv) mendorong 

keterpaduan dalam pengurusan izin usaha. Masing-masing dinas/SKPD 

teknis juga didorong untuk memberi perhatian lebih besar dan membangun 

komitmen terhadap upaya-upaya perbaikan sistem perizinan dan kemudahan 

melakukan bisnis dan investasi. 

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal yang tidak lagi membedakan Penanaman Modal Asing 

(PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal 

non fasilitas dalam terminologi penanaman modal.Walaupun belum 

terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) tentang penanaman modal di 

Provinsi DKI Jakarta dalam menjabarkan Undang-undang tersebut, 

Pemerintah Provinsi telah membentuk pelayanan perizinan penanaman 

modal melalui PTSP bidang penanaman modal di DKI Jakarta dengan 

dikeluarkannya Pergub No. 112 Tahun 2007 dan didukung dengan Pergub 

No. 53 Tahun 2008 yang lebih teknis mengatur mekanisme dan prosedur 

pelayanan di PTSP. Melalui pengembangan PTSP ini diharapkan investor 

mendapat kemudahan dalam mengurus perizinan untuk penanaman modal di 

DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan arus investasi masuk ke Jakarta 

guna mendorong dinamika perekonomian. Walapun sampai dengan tahun 

2009, baru 6 jenis izin/non izin yang permohonanya sudah melalui dan 

dilayani di PTSP yaitu Rekomendasi Angka Pengenal Importir Terbatas 

(APIT), Izin Usaha Terbatas (IUT), Surat Izin Peruntukan Pemanfaatan 

Tanah (SIPPT), Izin Undang-Undang Gangguan (UUG), Surat Persetujuan 

(SP) Penanaman Modal dan Surat Persetujuan Pemanfaatan dan Penggunaan 

Lahan (SP3L). 

Kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan perizinan investasi dan 

usaha ini menjadi sangat penting bagi Jakarta dalam rangka meningkatkan 

investasi yang masuk. Jakarta masih membutuhkan investasi yang tinggi 

untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang tinggi. 
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Estimasi yang dilakukan pada tahun 2010 dengan perkiraan PDB sebesar 

Rp. 600-700 triliun, maka dibutuhkan investasi mendekati Rp. 160 triliun. 

Perkembangan investasi di Jakarta menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi 

dalam upaya untuk terus memperbaiki kapasitas pemerintahan dan 

kelembagaan ekonomi. Realisasi investasi di Jakarta sampai semester 1 

tahun 2011 untuk PMA mencapai US$ 1538,9 juta dan untuk PMDN 

mencapai hampir Rp. 5 Triliun. Dibandingkan realisasi tahun 2010 yang 

mencapai US$ 6043 juta dengan 888 proyek untuk PMA dan Rp. 4,6 triliun 

untuk PMDN menunjukkan bahwa Jakarta masih menjadi tempat yang 

menarik bagi investasi oleh investor dalam negeri. Realisasi PMDN sampai 

semester 1 tahun 2011 bahkan lebih besar dari PMDN selama setahun pada 

2010. Namun untuk PMA terlihat gejala penurunan yang sangat mungkin 

disebabkan oleh melemahanya perekonomian dunia akibat krisis Eropa yang 

merambat ke wilayah lain. 

Di sisi permintaan, kinerja kegiatan investasi yang meningkat 

terutama didukung oleh investasi swasta yang masih kuat. Investasi swasta 

antara lain berupaya investasi bangunan untuk properti komersial maupun 

residensial. Properti komersial yang terbangun adalah ruang kantor, pusat 

belanja, dan kawasan industri. Untuk pembiayaan, selain melalui kredit 

perbankan, investasi swasta juga melakukan penerbitan Intitial Public 

Offering (IPO). 

Dengan potensi investasi yang masih besar baik untuk PMA dan 

PMDN serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mengindikasikan 

potensi tumbuhnya usaha-usaha baru pada berbagai jenis skala usaha, maka 

perbaikan pelayanan perizinan menjadi hal yang penting untuk 

mendukungnya. Berdasarkan data rekapitulasi layanan perizinan dan non 

perizinan yang dikumpulkan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah 

(SKPD) Provinsi DKI jakarta sendiri, setidaknya terdapat lebih dari 200 

jenis perizinan dalam berbagai bidang. Izin-izin yang berada pada bidang 

yang terkait dengan investasi dan pengembangan usaha yaitu bidang 

perekonomian, proporsinya mencapai 20% atau sekitar 40 jenis izin dan 
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bidang pembangunan mencapai 28% atau sekitar 56 jenis izin dari total izin 

yang ada. 

Dari sisi volume perizinan yang diproses, jumlahnya juga sangat besar 

dan merupakan potensi yang bisa ditangani oleh PTSP di DKI Jakarta. Jika 

dilihat dari 3 jenis izin/non izin yang mewakili 3 kelompok jenis izin yang 

banyak diajukan oleh investor atau pelaku usaha yaitu Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) yang mewakili non perizinan, Izin UUG yang mewakili 

perizinan usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maka 

berdasarkan data historis yang ada, potensi pelayanan untuk ketiga jenis izin 

tersebut sudah sangat besar.Sehingga jika Pemerintah Provnsi DKI Jakarta 

mampu menyederhanakan periizinan usaha dengan mengembangkan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan usaha dan 

penanaman modal, makan diharapkan akan lebih banyak permohonan izin 

yang bisa dilayani dengan proses yang lebih cepat. Namun keberhasilan 

dalam memperbaiki sistem dan pelayanan perizinan ini pada akhirnya akan 

ditentukan pada sejauhmana investor yang menggunakan layanan perizinan 

investasi di DKI Jakarta memiliki kepuasan terhadap pelayanan perizinan 

yang diberikan, meskipun kelembagaan pelayanan tersebut sudah berbentuk 

PTSP. Kepuasan atas pelayanan perizinan oleh PTSP yang semakin baik, 

pada gilirannya akan meningkatkan minat untuk berinvestasi kembali di 

Jakarta karena dinilai prosedurnya mudah dengan pelayanan yang cepat dan 

biaya yang pasti. 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Pelayanan perizinan penanaman modal melalui PTSP bidang 

penanaman modal di DKI Jakarta sesungguhnya telah dimulai dengan 

dikeluarkannya Pergub No. 112 Tahun 2007 dan didukung dengan Pergub 

No. 53 Tahun 2008 yang lebih teknis mengatur mekanisme dan prosedur 

pelayanan di PTSP. Upaya untuk memperbaiki operasional dan pelayanan 

PTSP juga terus dilakukan diantaranya dengan memperjelas cakupan 

pelayanan melalui revisi Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2007 menjadi 
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Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2010. Meskipun upaya pembentukan 

PTSP telah dilakukan, pelayanan perizinan melalui PTSP bidang 

Penanaman Modal yang dibentuk masih belum berjalan sesuai dengan 

harapan dan PTSP yang ideal. Pemohon izin masih belum banyak 

menggunakan jasa PTSP karena pelayananya masih dianggap hanya 

memperpanjang rantai proses izin. Akibatnya jumlah izin yang dilayani dan 

diproses di PTSP juga masih sedikit dibanding yang seharusnya bisa 

dilayani. Kerumitan juga tercermin dari pemrosesan izin yang masih 

berlangsung lama. Padahal seharusnya dengan konsep PTSP, bisa membuat 

pemrosesan izin lebih cepat karena adanya keterpaduan pelayanan dalam 

satu tempat. 

Namun perbaikan dalam bentuk penguatan kelembagaan melalui 

pembentukan PTSP harus diikuti dengan perbaikan layanan yang 

memberikan kepuasan kepada pengguna layanan PTSP yang dalam hal ini 

adalah para investor yang akan menanamkan modalnya di Jakarta. Dengan 

kata lain, PTSP hendaknya tidak sekedar pembentukan lembaga saja, namun 

juga didalamnya harus disertai dengan sistem dan prosedur yang 

memastikan pelayanan berjalan dengan baik. PTSP juga perlu didukung 

dengan petugas yang memiliki kompetensi dalam hal perizinan dan 

pelayanan prima. Sebagai sebuah pelayanan publik, maka indikator 

keberhasilan bagi PTSP dalam memberikan pelayanan  adalah sejauh mana 

pelayanan yang diberikan telah memberikan kepuasan kepada masyarakat 

yang dilayani yang diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini secara garis besar adalah mengetahui 

“ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Layanan Terhadap 

Kepuasan Pelayanan Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta”. Secara 

lebih rinci, identifikasi masalah yang akan digali melalui penelitian ini 

adalah: 
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1) Apakah terdapat perbedaan pelayanan perizinan penanaman modal di 

BPMP Propinsi DKI Jakarta sebelum dibentuknya UPT-PTSP dengan 

setelah dibentuknya UPT-PTSP 

2) Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan PTSP BPMP 

terhadap pelayanan PTSP BPMP Propinsi DKI Jakarta  

3) Bagaimana pengaruh sistem dan prosedur pelayanan terhadap tingkat 

kepuasan pengguna layanan PTSP bidang penanaman modal di BPMP 

Propinsi DKI Jakarta 

4) Bagaimana pengaruh kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia 

petugas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan PTSP 

bidang penanaman modal di BPMP Propinsi DKI Jakarta 

5) Bagaimana pengaruh besaran dan kewajaran biaya pelayanan terhadap 

tingkat kepuasan pengguna layanan PTSP bidang penanaman modal di 

BPMP Propinsi DKI Jakarta 

 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas yang akan dikaji dalam 

penelitian ini dibatasi pada: 

1) Penilaian publik pengguna layanan PTSP bidang Penanaman Modal 

terhadap pelayanan PTSP bidang Penanaman Modal di DKI Jakarta 

yang diukur dari kepuasan publik pengguna atas pelayanan perizinan di 

PTSP bidang Penanaman Modal 

2) Pengaruh sistem dan prosedur pelayanan terhadap tingkat kepuasan 

pengguna layanan PTSP bidang penanaman modal di BPMP Propinsi 

DKI Jakarta 

3) Pengaruh kapasitas dan kemampuan sumberdaya manusia petugas 

pelayanan terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan PTSP bidang 

penanaman modal di BPMP Propinsi DKI Jakarta 
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4) Pengaruh besaran dan kewajaran biaya pelayanan terhadap tingkat 

kepuasan pengguna layanan PTSP bidang penanaman modal di BPMP 

Propinsi DKI Jakarta 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pengguna Layanan Terhadap Kepuasan Pelayanan 

Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal 

dan Promosi Provinsi DKI Jakarta.  Secara lebih rinci, tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui perbedaan kondisi pelayanan perizinan di BPMP DKI 

Jakarta sebelum pembentukan UPT-PTSP dan setelah pembentukan 

PTSP  

2) Mengetahu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan perizinan 

di PTSP BPMP propinsi DKI Jakarta 

3) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

pengguna layanan perizinan di PTSP BPMP Propinsi DKI Jakarta  

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Pemerintah 

1). Mendukung upaya reformasi birokrasi perizinan untuk 

memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada investor 

2). Tercapainya penguatan payung hukum kelembagaan dan 

operasional PTSP melalui penerbitan Peraturan Daerah tentang 

penyelenggaraan PTSP sebgai pengganti dari Pergub No. 14 

Tahun 2010 dan Pergub No. 53 Tahun 2008. 

3). Berlangsungnya penguatan kelembagaan PTSP untuk 

memperkuat fungsi dan tugas dari PTSP yang didukung dengan 

kepastian dukungan SDM dan prasarana 
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4). Berlangsungnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan yang 

diterapkan di PTSP bidang Penanaman Modal BPMP Propinsi 

DKI Jakarta 

5). Berlangsungnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (staf) 

yang memberikan pelayanan di PTSP 

6). Tercapainya penguatan koordinasi dalam pemrosesan perizinan 

yang sudah dilayani permohonannya di PTSP agar sesuai dengan 

komitmen pelayanan PTSP 

7). Berlangsungnya peningkatan sosialisasi agar semakin luasnya 

informasi tentang keberadaan dan pelayanan perizinan oleh PTSP  

8). Efektifnya kinerja BPMP dalam memberikan pelayanan sesuai 

dengan standar pelayanan di PTSP 

 

1.5.2. Bagi Pelaku Usaha/Investor 

1) Mendapatkan kepastian prosedur, biaya dan waktu untuk 

pengurusan perizinan penanaman modal 

2) Mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, sederhana, dan 

transparan 

3) Meningkatkan minat untuk melakukan investasi/mendirikan dan 

mengembangkan usaha dengan dukungan pelayanan perizinan 

yang lebih mudah dan cepat 

 

1.5.3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Bagi dunia Ilmu Pengetahuan dan pihak lain yang terkait adalah 

sebagai sumbang saran terutama dalam lingkup pendidikan serta dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi atau referensi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Prinsip Dasar Pelayanan Publik 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas 

barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Namun disadari pula bahwa kondisi 

penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem 

pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya 

manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung 

maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada 

kepastian jangka waktu penyelesaian, tidak ada kejelasan biaya yang harus 

dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang 

responsive dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik 

terhadap citra pemerintah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan 

upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara 

berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Upaya 

perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pembenahan sistem 

pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi.  

Pelayanan perizinan usaha dan investasi adalah salah satu bentuk 

pelayanan administrasi publik yang banyak mendapat sorotan karena masih 

buruknya pelayanan ini pada sebagian besar daerah di Indonesia, termasuk 

DKI Jakarta. Padahal pelayanan perizinan ini juga biasanya akan terkait 

dengan pelayanan administrasi lainnya yang menyertai atau menjadi 

persyaratan dari perizinan tersebut. Sehingga pelayanan publik ini juga 

biasanya berlangsung pada lini-lini yang linear dengan pelayanan perizinan 

termasuk pelayanan administrasi kependudukan.  Buruknya pelayanan 
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perizinan ini menjadi sorotan mengingat pengaruhnya yang besar terhadap 

iklim usaha dan investasi di suatu daerah.  

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah, seharusnya dilakukan berdasarkan pada asas-asas umum 

kepemerintahan yang baik, meliputi:  

(a). Kepastian hukum, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang 

menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan 

dan rasa keadilan masyarakat.  

(b). Keterbukaan, yaitu bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan 

mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan 

yang diinginkan;  

(c). Partisipatif, yaitu bahwa untuk mendorong peranserta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;  

(d). Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan 

publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

(e). Kepentingan umum, yaitu bahwa dalam pemberian pelayanan publik 

tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;  

(f). Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara pelayanan 

harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;  

(g). Kesamaan hak, yaitu bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak 

diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender dan status ekonomi;  

(h). Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa pemenuhan 

hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan.baik 

oleh pemberi maupun penerima pelayanan. 

 

Sementara itu, terdapat juga beberapa prinsip yang harus dipegang 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain: 
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1) Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan  

2) Kejelasan: persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit 

kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam meberikan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, dan rincian biaya pelayanan publik dan 

tata cara pembayaran  

3) Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan  

4) Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah 

5) Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender dan status ekonomi 

6) Bertanggung jawab: pimpinanan penyelenggara pelayanan pbulik atau 

pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik 

7) Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.  

8) Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan informasi 

9) Kejujuran 

10) Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten 

11) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara 

pelayanan harus disiplin, sopan, ramah, dan memberikan pelayanan 

dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-

haknya.  
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12) Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat 

memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum
3
 

 

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelayanan 

yang dilakukan oleh penyelenggara negara, penyelenggara ekonomi negara 

dan korporasi penyelenggara pelayanan publik, serta lembaga independen 

yang dibentuk oleh pemerintah. Organisasi Penyelenggara dibentuk secara 

efisien dan  efektif agar mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi 

pelayanan publik dengan baik. Organisasi Penyelenggara sebagaimana 

dimaksud mempunyai fungsi sekurang-kurangnya, meliputi: 

1) Pelaksanaan pelayanan; 

2) Pengelolaan pengaduan masyarakat; 

3) Pengelolaan informasi; dan 

4) Pengawasan internal. 

 

Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap 

pemberian pelayanan yang meliputi berbagai jenis pelayanan dapat 

dilakukan melalui pelayanan terpadu. Untuk pemberian pelayanan pada satu 

tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai 

keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan 

melalui pelayanan terpadu satu atap.  Untuk pemberian pelayanan pada satu 

tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan 

proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu. 

Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan 

dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari 

masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan sekurang-kurangnya 

meliputi: (i) dasar hukum; (ii) persyaratan; (iii) prosedur pelayanan; (iv) 

waktu penyelesaian; (v) biaya pelayanan; (vi) produk pelayanan; (vii) sarana 

                                        
3 Dwiyanto, Agus (editor). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Mei 2006. Hal 144-146 
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dan prasarana; (viii) kompetensi petugas pemberi pelayanan; (ix) 

pengawasan intern; (x) penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan (xi) 

jaminan pelayanan. 

Organisasi Penyelenggara pelayanan public juga harus memberikan 

“Servis Charter” (maklumat pernyataan) dan publikasi secara jelas, yaitu 

publikasi yang mudah dilihat, mudah dibaca, dan mudah di akses. Publikasi 

pelayanan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:  

(a). Profil penyelenggara;  

(b). Tugas dan wewenang penyelenggara;  

(c). Pihak mana saja yang dapat menjadi penerima layanan;  

(d). Janji yang dapat diharapkan oleh penerima layanan termasuk di 

dalamnya mengenai kualitas layanan;  

(e). Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima layanan yang dapat 

membantu penyelenggara dalam memberikan pelayanan terbaiknya;  

(f). Pernyataan dan uraian mengenai standar pelayanan;  

(g). mekanisme pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan;  

(h). Mekanisme pengajuan pengaduan, saran, dan masukan dalam 

pelayanan yang diberikan penyelenggara;  

(i). Pernyataan akan adanya kesediaan penyelenggara untuk terus 

memperbaiki dan menyempurnakan maklumat pelayanan berdasarkan 

masukan dan saran yang ada; dan  

(j). Uraian mengenai alamat dan informasi mengenai mekanisme 

korespondensi dengan Penyelenggara.  

 

Penyelenggara  juga perlu mengelola sistem informasi secara efisien, 

efektif, dan mudah diakses. Sistem informasi sebagaimana dimaksud 

sekurang-kurangnya meliputi: (a) jenis pelayanan; (b) persyaratan dan 

prosedur pelayanan; (c) standar pelayanan; (d) maklumat pelayanan; (e) 

mekanisme pemantauan kinerja; (f) penanganan keluhan; (g) pembiayaan; 

dan (h) penyajian statistik kinerja pelayanan. Setiap Penyelenggara wajib 

melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara 
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periodik. Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud 

dilakukan melalui survai indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 

diperlukan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, 

pemenuhan kewajiban dan pengawasan masyarakat. Pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh perseorangan, masyarakat, 

lembaga swadaya masyarakat, dan atau Ombudsman.  Pengawasan oleh 

perseorangan, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dilakukan 

melalui pemberian informasi mengenai pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan mengenai pelayanan publik kepada pimpinan 

Penyelenggara, aparat pengawas fungsional, instansi terkait dan atau 

Ombudsman. Pengawasan oleh Ombudsman terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik dilakukan dengan melaporkan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan, kepada pimpinan Penyelenggara dan atau institusi 

penegak hukum, untuk ditindaklanjuti. 

Reformasi pelayanan publik mulai dikembangkan dan dilakukan di 

negara-negara Eropa Barat pada awal tahun 1980-an. Suatu paradigma baru 

yang dikembangkan dalam reformasi pelayanan publik di Eropa Barat 

adalah apa yang dinamakan sebagai Neo Managerial Reform, di mana 

terdapat beberapa prinsip global berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik, yakni antara lain; (1) Berorientasi pada pendekatan bisnis; 

(2) Penggunaan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kinerja dan 

kualitas; (3) Responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan pengguna layanan.  

Denhardt dan Denhardt [2003] menyatakan bahwa public choice 

theory merupakan jembatan penghubung dan kunci teoritis yang menjadi 

dasar The New Public Management. Beberapa prinsip dalam teori public 

choice, dengan asumsi bahwa individu-individu cenderung berperilaku 

rasional, yakni memaksimalkan keuntungan/ manfaat dalam mengambil 
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suatu keputusan, dan konsep public goods sebagai output dari insitusi/ 

badan-badan penyelenggara pelayanan publik. Dari kedua prinsip itu, maka 

individu dalam masyarakat selalu berupaya memenuhi kepentingannya dan 

memaksimalkan keuntungan dari pelayanan yang  diberikan atau 

diselenggarakan oleh pemerintah.  

Pada pendekatan The New Public Management yang mencoba 

memasukkan ide-ide kontemporer dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik, yakni menganut prinsip run government like a business [Denhardt 

dan Denhardt, 2003:13]. Hal itu berarti pelayanan publik menggunakan 

pendekatan bisnis (private sector) ke dalam birokrasi publik (lihat pada 

Gambar 1). Perubahan yang dituntut dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik oleh birokrasi tidak dapat dilepaskan dari kecenderungan baru dalam 

proses penyelenggaraan pelayanan publik, yakni Global Public 

Management Reform [Donald Kettl, dalam Denhardt dan Denhardt, 

2003:14]. Jadi, hal itu difokuskan pada beberapa isu pelayanan penting, 

yakni seperti: (1) Bagaimana birokrasi dapat menerapkan sistem insentif 

untuk mencegah praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam 

pemberian pelayanan; (2) Bagaimana birokrasi dapat memanfaatkan 

mekanisme pasar untuk memberikan kesempatan pada masyarakat 

pengguna layanan agar terlibat dalam menentukan kebijakan pelayanan; (3) 

Bagaimana birokrasi dapat inovatif dan kreatif dalam merumuskan 

kebijakan pelayanan yang aspiratif; (4) Bagaimana birokrasi dapat 

memberikan kewenangan yang lebih besar pada petugas pelayanan (street-

level bureaucracy) untuk mengambil keputusan untuk mengurangi budaya 

minta petunjuk pada pejabat; dan (5) Bagaimana birokrasi dapat lebih 

berorientasi pada kualitas output dan outcome layanan, daripada prosedur 

layanan yang dibuat secara ketat (rigid).
4
 

 

                                        
4 Sumber: Osumi, Sashiro. 1999. New Public Management: Theory, Vision,  

   and Strategy, Nippon-Hyoron-Sha 
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Gambar 2.1. Konsep Sistem Administrasi Berdasarkan Pendekatan Manajemen 

Administrasi Tradisional dan New Public Management (NPM) 

 

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Jakarta 

termasuk dalam hal perizinan usaha masih tergolong rendah. Survei yang 

dilakukan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara (PAN) pada 

tahun 2006 menunjukkan 35% masyarakat menilai pelayanan aparatur 

pelayanan publik masih buruk dan 30% menyatakan masih harus menunggu 

tanpa kepastian dalam pelayanan public. Survei Doing Business yang 

dilakukan IFC-The World Bank tahun 2001 terhadap 183 negara yang 

manilai kemudahan berusaha termasuk  perizinan juga masih menempatkan 

Indonesia pada peringkat ke-121, hanya naik satu peringkat dari tahun 

sebelumnya.  Sementara survey Sub National Doing Business yang juga 

dilakukan IFC-The World Bank terhadap 14 kota di Indonesia 

menempatkan Jakarta pada peringkat ke 7, tertinggal dari beberapa daerah 

lain.  

Dengan kondisi yang demikian, maka reformasi terhadap pelayanan 

perizinan merupakan sebuah keniscayaan untuk memperbaiki iklim 

investasi dan berusaha di Jakarta. Apalagi Jakarta juga masih membutuhkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk dapat bersaing menjadi kota 
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internasional dan kota bisnis dimana salah satu sumber pertumbuhan yang 

paling diharapkan adalah dari investasi yang masuk dan berkembangnya 

kegiatan usaha. Berkembangnya kegiatan usaha pada gilirannya juga akan 

memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi 

yang dibayarkan. Reformasi pelayanan perizinan juga bertujuan untuk 

upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan pelayanan perizinan. 

 

2.2. Konsep Perizinan 

2.2.1. Prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa tugas pemerintah 

antara lain: sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat 

(kemakmuran); berperan untuk mengatur dan mengendalilkan 

(regulator) kegiatan masyarakat; dan melindungi masyarakat. Salah 

satu alat yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan 

adalah perangkat izin (verguningen) sebagai wujud dari hubungan 

timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah. Figur dari sebuah 

izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sehingga sebagai 

salah satu bentuk tindak pemerintahan dalam rangka pengendalian 

terhadap kegiatan masyarakat, tentunya juga memuat tujuan perizinan. 

Lebih jauh tujuan perizinan yaitu: (1) mengarahkan/ mengendalikan 

(sturen) aktivitas tertentu; (2) mencegah bahaya; (3) melindungi 

obyek tertentu; dan (4) menyeleksi orang dan/ atau aktivitas tertentu. 

Makna izin secara luas adalah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, di mana 

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-larangan yang 

tercantum dalam perundangan. Dengan pemberian izin, maka 

pemerintah memperkenankan kepada pemohon untuk melakukan 

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang karena pertimbangan 

kepentingan umum. Pengertian izin dalam arti sempit merupakan 

pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang secara 

umum didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang/ peraturan 
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untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi 

keadaan-keadaan yang buruk. 

Berdasarkan tiga asas dalam otonomi daerah yang terkait 

dengan kewenangan yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan, maka kewenangan menerbitkan izin yang 

diselenggarakan di daerah dibedakan atas beberapa jenis: 

(1) Izin atas dasar desentralisasi; 

(2) Izin sebagai pelaksanaan tugas pembantuan; 

(3) izin yang diterbitkan atas hal-hal yang belum jelas pengaturannya. 

 

Perizinan merupakan bagian dari kebijakan publik yang dapat 

dipandang sebagai bagian dari sistem hukum (system of law). Lebih 

jauh, sistem hukum terdiri dari: 

1) Isi hukum (content of law); yakni uraian atau penjabaran tertulis 

dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundangan, 

peraturan, dan keputusan pemerintah, termasuk hukum-hukum 

yang tidak tertulis (konvensi). Meskipun demikian, biasanya 

advokasi menitikberatkan pada aspek tekstual dari sistem hukum 

yang berlaku, yaitu naskah (text) hukum tertulis; 

2) Tata-laksana hukum (structure of law); yakni semua perangkat 

kelembagaan dan pelaksana dari hukum yang berlaku. Dalam 

pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, 

penjara, birokrasi, dan lain-lain) dan aparat pelaksananya (hakim, 

jaksa, pegawai negeri, aparat militer, dan lain-lain); 

3) Budaya hukum (culture of law) yakni persepsi, pemahaman, sikap 

penerimaan, praktik-praktik pelaksanaan, penafsiran terhadap dua 

aspek hukum di atas: isi dan tata laksana hukum. Dalam 

pengertian ini juga bentuk-bentuk tanggapan (reaksi, respon) 

masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata-laksana hukum 
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tersebut. Karena hal ini merupakan aspek kontekstual dari hukum 

yang berlaku. 

 

 

Gambar 2.2. Proses Pembentukan Kebijakan Publik dan Sistem Hukum 

 

Selain perizinan merupakan produk dari kebijakan publik yang 

di dalamnya terkandung dari beberapa bagian sistem hukum, dalam 

perizinan terdapat mekanisme koordinasi yang didasarkan pada 

peraturan-perudangan di tingkat daerah. Peraturan tersebut menjadi 

dasar penyusunan pembentukan perizinan oleh lembaga pemroses 

hingga pada akhirnya terbentuk perizinan yang berlandaskan 

perundang-undangan/ peraturan daerah. Dalam pelaksanaan dan 

implementasinya, proses perizinan juga diperlukan lembaga pengawas 

yang bertugas mengawasi sejauh mana perizinan berjalan sesuai 

dengan aturan yang ada dan seberapa besar penyimpangan yang 

terjadi untuk kemudian dilakukan evaluasi dan penertiban kembali. 
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Gambar 2.3. Mekanisme Koordinasi dalam Proses Perizinan 

 

2.2.2. Kualitas Pelayanan Perizinan 

Menurut Rangkuti [2002], kualitas pelayanan perizinan 

didefinisikan sebagai penyampaian pelayanan yang akan melebihi 

tingkat kepentingan pengguna pelayanan perizinan (masyarakat). Jenis 

kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas jasa adalah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas teknik (outcome), yaitu kualitas hasil kerja pemberian jasa 

pelayanan perizinan itu sendiri; 

2. Kualitas pelayanan (process), yaitu kualitas cara penyampaian 

pelayanan perizinan tersebut. 

Karena jasa layanan perizinan tidak kasat mata serta kualitas 

teknik selalu tidak dapat dievaluasi secara akurat, masyarakat 

berusaha menilai kualitas layanan perizinan berdasarkan apa yang 

dirasakan, yaitu atribut-atribut yang mewakili kualitas proses dan 

kualitas pelayanan. Secara singkat kualitas layanan perizinan akan 

ekuivalen dengan tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas tersebut 

terdiri dari berapa aspek seperti gmbar berikut ini. 
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Gambar 2.4 Aspek Kualitas dalam Layanan Perizinan 

 

Lebih lanjut Rangkuti [2002] menyebutkan bahwa terdapat 

sepuluh kriteria umum/ standar yang menentukan kualitas suatu 

pelayanan perizinan, yaitu: (i)  Reability  (keandalan), (ii) 

Responsiveness (ketanggapan),(iii)Competence (kemampuan), (iv) 

Access (mudah diperoleh), (v) Tangibles (bukti nyata yang kasat 

mata), (vi) Courtsy (keramahan), (vii) Communication (komunikasi), 

(viii) Credibility (dapat dipercaya), (ix) Security (keamanan), (x) 

Understanding/knowing the customer (memahami keinginan 

masyarakat) 

Kesepuluh dimensi tersebut dapat disederhanakan hanya 

menjadi lima dimensi, yaitu: 

(1) Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan untuk 

menolong masyarakat dan kesediaan untuk melayani masyarakat 

dengan baik; 
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(2) Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk melakukan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan; 

(3) Transparency (transparansi), yaitu keterbukaan terhadap 

prosedur, urutan proses dan bersifat informatif sehingga dapat 

diakses oleh setiap individu dan masyarakat luas. 

(4) Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan petugas serta 

sifatnya yang dapat dipercaya sehingga masyarakat terbebas dari 

risiko 

(5) Tangibles (bukti langsung), yakni meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan karyawan, dan sarana komunikasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Dimensi Layanan Perizinan 

 

Kepuasan didefinisikan sebagai respon masyarakat terhadap 

ketidak-sesuaian antara tingkat kepentingan sebelum dan kinerja 

aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Kepuasan masyarakat, 
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selain dipengaruhi oleh persepsi kualitas layanan perizinan, juga 

ditentukan oleh kualitas produk, biaya, dan faktor-faktor yang bersifat 

pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Bila ditinjau dari penyedia 

pelayanan perizinan atau pegawai pemerintah, kepuasan kerja bagi 

pegawai didefinisikan sebagai suatu perasaan senang atau tidak 

senang seorang pegawai terhadap pekerjaan yang ditangani. Pekerjaan 

sendiri dapat dibedakan atas berbagai macam aspek dan pendekatan. 

Salah satu pendekatan klasik adalah menggunakan istilah 5M; yang 

meliputi: (1) man; (2) money; (3) machinery; (4) management; dan (5) 

method. 

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  (Meneg-

PAN) Republik Indonesia juga telah membangun indikator dalam 

menetapkan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang 

kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan 

“reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 

pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 

(1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan; 

(2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 

administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jenis pelayanannya; 

(3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 

kewenangan dan tanggung jawabnya); 

(4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi 

waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 
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(5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang 

dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan 

penyelesaian pelayanan; 

(6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 

(7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan; 

(8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan 

pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat 

yang dilayani; 

(9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; 

(10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 

(11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 

(12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 

pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 

(13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 

(14) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
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mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 

dari pelaksanaan pelayanan. 

 

2.2.3. Reformasi Dalam Pelayanan Perizinan 

Penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di 

Jakarta termasuk dalam hal perizinan usaha masih tergolong rendah. 

Survei yang dilakukan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara 

(PAN) pada tahun 2006 menunjukkan 35% masyarakat menilai 

pelayanan aparatur pelayanan publik masih buruk dan 30% 

menyatakan masih harus menunggu tanpa kepastian dalam pelayanan 

public. Survei Doing Business yang dilakukan IFC-The World Bank 

tahun 2001 terhadap 183 negara yang manilai kemudahan berusaha 

termasuk  perizinan juga masih menempatkan Indonesia pada 

peringkat ke-121 , hanya naik satu peringkat dari tahun sebelumnya.  

Sementara survey Sub National Doing Business yang juga dilakukan 

IFC-The World Bank terhadap 14 kota di Indonesia menempatkan 

Jakarta pada peringkat ke 7, tertinggal dari beberapa daerah lain.  

Dengan kondisi yang demikian, maka reformasi terhadap 

pelayanan perizinan merupakan sebuah keniscayaan untuk 

memperbaiki iklim investasi dan berusaha di Jakarta. Apalagi Jakarta 

juga masih membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk 

dapat bersaing menjadi kota internasional dan kota bisnis dimana 

salah satu sumber pertumbuhan yang paling diharapkan adalah dari 

investasi yang masuk dan berkembangnya kegiatan usaha. 

Berkembangnya kegiatan usaha pad gilirannya juga akan memberikan 

kontribusi bagi penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi yang 

dibayarkan. Reformasi pelayanan perizinan juga bertujuan untuk 

upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan pelayanan perizinan. 

Wacana penyederhanaan proses dan pelayanan terpadu satu 

pintu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama dan disertai dengan 
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pilot project pada beberapa daerah. Disadari bahwa pelayanan 

administrasi publik dalam bentuk perizinan dan non perizinan yang 

lebih terpadu dan berada dalam satu lokasi akan memudahkan 

masyarakat dalam mengurus perizinan dan dokumen administrasi 

publik lainnya karena cukup datang ke satu lokasi. Hal ini juga 

memudahkan instansi pemerintah daerah yang melayani permohonan 

administrasi perizinan dan non perizinan dari masyarakat dan 

pembayaran retribusi/pajak yang terkait karena akan memudahkan 

koordinasi pelayanan. 

Dalam kerangka pelaksanaan sistem pelayanan satu atap/pintu, 

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang 

Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 

Tahun 2004, sistem pelayanan satu atap/pintu terkait dengan investasi 

dilaksanakan oleh BKPM. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan 

peraturan pelaksana teknisnya melalui Keputusan Presiden No. 29 

Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalalm 

Rangka PMA dan PMDN Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. 

Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, sistem pelayanan satu 

atap/pintu adalah suatu sistem pelayanan pemberian persetujuan 

penanaman modal dan perizinan pelaksanaannya pada satu instansi 

Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. 

Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal 

dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, 

berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri/Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha 

penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu 

atap/pintu. 

Namun, sebagai bagian dari Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang 

Percepatan Pemulihan Ekonomi, pemerintrah juga telah mengeluarkan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 Tahun 2006, 

yaitu tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini 

dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar 

pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya di tingkatan 

daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelayanan terpadu yang 

dimaksudkan  adalah pelayanan kepada penanam modal dalam 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang diberikan oleh 

lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, baik 

di pusat maupun daerah, sehingga diharapkan dapat: (i) meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) menciptakan lapangan pekerjaan; 

(iii) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (iv) 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan (v) meningkatkan 

kapasitas teknologi nasional; 

Pada beberapa daerah yang secara formal belum menerapkan 

pelayanan terpadu satu pintu yang sesungguhnya dalam satu lembaga 

tersendisi (dalam format satu atap maupun satu pintu) juga sebenarnya 

telah mencoba menyelenggarakan pelayanan perizinan yang terpadu. 

Beberapa daerah termasuk DKI Jakarta melalui pelayanan yang 

terdapat di masing-masing kantor walikota juga menyatakan telah 

menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu. Beberapa instansi 

daerah/SKPD teknis telah bersama-sama melayani perizinan bagi 

masyarakat yang mengajukan permohonan perizinan maupun non 

perizinan dalam satu tempat. Namun  pelayanan yang dilakukan masih 

diberikan oleh masing-masing dinas/suku dinas untuk selanjutnya 

diproses oleh dinas tersebut dan  penerbitan izin juga dilakukan oleh 

dinas yang bersangkutan. Namun pola ini tentu saja berbeda dengan 

pelayanan terpadu satu pintu yang dimaksudkan dalam memberikan 

penyederhanaan dan pengintegrasian proses perizinan untuk 

memudahkan pelaku usaha/masyarakat dalam melakukan proses 

perizinan dalam mendukung perbaikan iklim investasi seperti yang 
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dimaksudkan dalam konteks One Stop Service Licenseing. Dalam 

perkembangannya, terdapat beberapa pola maupun bentuk 

kelembagaan dari model perizinan terpadu ini yang dikembangkan 

oleh daerah. Dari sisi pola, sesuai dengan tingkat perkembangannya, 

pelayanan terpadu perizinan ini secara garis besar terbagi dalam tiga 

bentuk yaitu bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berperan 

hanya sebagai pendaftaran permohonan, bentuk satu atap dan bentuk 

satu pintu. 

 

2.3. Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah upaya untuk melakukan 

reformasi dalam birokrasi pelayanan administrasi pemerintahan khususnya 

pelayanan izin dan non izin yang terkait dengan investasi dan pendirian uaha serta 

izin/non izin pendukungnya melalui pelayanan yang terintegrasi, berada dalam 

satu lokasi, proses yang sederhana, informasi yang jelas dan biaya serta waktu 

pelayanan yang pasti. Kata kunci dari pelayanan terpadu satu pintu adalah 

pelayanan pada satu tempat dengan proses yang sederhana dan kepastian waktu 

dan biaya. Dalam konsep PTSP ini, pemohon izin cukup datang disatu tempat 

unuk mengurus berbagai jenis izin/non izin yang diperlukannya dengan 

pemrosesan yang lebih cepat dan biaya serta waktu penyelesaian yang lebih pasti. 

Bahkan untuk mengurus beberapa perizinan yang saling terkait, pemohon dapat 

mengurusnya sekaligus dalam satu proses sehingga tidak perlu berkali-kali datang 

ke tempat pelayanan izin untuk beberapa izin yang diurusnya. Pemohon izin juga 

mendapat informasi yang jelas tentang persyaratan maupun prosedur pengurusan 

izin/non izin yang diperlukan. 

Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non 

perizinan, yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ke 

tahap penerbitan dokumen,  dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan 

konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas 
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front office saja. Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan 

petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.6. Skema Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 

2.3.1. Tujuan Penyelenggaraan PTSP 

Pembentukan penyelenggaraan PTSP pada dasarnya ditujukan 

untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-

perizinan dalam bentuk : 

1) Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-

tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya: waktu 

yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai 

instansi). Koordinasi yang lebih baik antar- instansi yang terkait 

dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap 

percepatan layanan perizinan. 
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Petugas Teknis 2 
Pejabat Pengesahan 

Perizinan/Non 
Perizinan 

Administrasi 

Customer  
Service 

Masyarakat 



35 
 

2) Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, 

pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur 

pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan. 

3) Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem 

pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang 

tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan 

persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap 

pengurangan biaya dan waktu. 

2.3.2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan PTSP 

Untuk mendukung pencapaian tujuan pelayanan izin melalui 

PTSP tersebut, maka penyelenggaraan PTSP harus mengacu pada 

beberapa azas penyelenggaraan PTSP yang menjadi landasan serta 

harus dipenuhi dalam penyelenggaraan PTSP. Terdapat delapan azas 

dalam penyelenggaraan PTSP yaitu : 

a. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 

serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan 

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

d. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status 

ekonomi. 

e. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-

tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki 

kapasitas memadai.  
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f. Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata 

urutan dan hanya melibatkan personel yang telah ditetapkan. 

g. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan 

penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

h. Profesional, pemrosesan perizinan melibatkan keahlian yang 

diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, 

pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing 

prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang 

telah ditetapkan. 

Selain azas, penyelenggaraan PTSP juga harus dilakukan 

dengan prinsip Penyelenggaraan PTSP untuk menjamin pelayanan 

yang cepat, mudah dan pasti seperti yang menjadi tujuan 

penyelenggaraan PTSP. Prinsip penyelenggaraan PTSP tersebut 

meliputi  

a. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara 

mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan dan kepastian dalam hal: 

 Prosedur/tata cara pelayanan 

 Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif 

 Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab 

 Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara 

pembayarannya 

c. Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan non 

perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan 

tanpa memperhatikan skala usaha pemohon. 
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d. Kepastian hukum, proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan 

yang berlaku, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan 

memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa 

aman bagi pemiliknya.  

e. Kemudahan akses, ditunjukkan dengan  

 Ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung 

diakses oleh masyarakat. 

 Pelayanan aparat yang responsif. 

f. Kenyamanan, PTSP harus memiliki ruang pelayanan dan sarana 

pelayanan lainnya yang memadai sehingga  memberikan rasa 

nyaman bagi para pemohon.  

g. Kondisi wilayah. Bagi daerah yang memiliki kondisi geografis 

yang luas dapat membentuk unit khusus atau keagenan di tingkat 

kecamatan.  

h. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

 Setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada 

pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam 

berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka, maupun 

bahasa tubuh. 

 Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. 

 Petugas penilai teknis memberikan penilaian secara obyektif 

berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada 

pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahliannya 

tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk 

memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat 

disetujui atau harus ditolak.  

Dalam perkembangannya, bentuk pelayanan PTSP ini 

berkembang menjadi dua tipe yang utama yaitu Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang relatif 
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belum dalam kondisi pelayanan yang ideal seperti yang diharapkan. 

Yang penting digunakan sebagai ciri utama untuk menyebut suatu 

pelayanan terpadu sebagai PTSP adalah bahwa proses perizinan 

(maupun non-perizinan) tersebut bersifat paripurna, yang artinya 

keseluruhan proses pelayanan dari awal sampai akhir dilayani di satu 

tempat (PTSP). Dalam hal perizinan, PTSP mencakup proses awal 

perizinan dari pengajuan permohonan, sampai dengan 

penandatanganan dan penyerahan perizinan. Hal itu membedakan 

dengan PTSA (Pelayanan Terpadu Satu Atap) yang tidak memberikan 

pelayanan paripurna karena kewenangan penerbitan/penandatangan 

perizinan masih berada di masing masing SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) terkait secara terpisah. 

 

Tabel 2.1.  Perbedaan pelayanan perizinan satu pintu dengan pelayanan perizinan  

 satu atap 

Aspek Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu 

Atap (PTSA) 

Wewenang dan 

penandatanganan 

Wewenang dan 

penandatanganan berada di 

satu pihak 

Wewenang dan 

penandatanganan masih 

berada di banyak pihak  

Koordinasi  Koordinasi lebih mudah 

dilakukan.  

 Kepala Penyelenggara 

PTSP berperan sebagai 

Koordinator berbagai 

SKPD dalam analisis 

aspek teknis.  

Koordinasi lebih sulit 

karena kewenangan dan 

penandatanganan masih 

berada di banyak pihak 

Prosedur 

Pelayanan  

Penyederhanaan prosedur 

lebih mudah karena 

koordinasi berada di tangan 

Kepala PTSP 

Prosedur sulit 

disederhanakan karena ego 

sektoral di banyak SKPD 

teknis 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan 

menjadi tanggung jawab 

Pembinaan dan 

pengawasan menjadi 

tanggung jawab SKPD 
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Aspek Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu 

Atap (PTSA) 

SKPD teknis teknis 

Standar 

Pelayanan 

Kualitas pelayanan akan 

terjaga sedikitnya pada 

standar minimal 

Kualitas layanan sulit 

dipertahankan karena 

sangat tergantung 

kebijakan SKPD teknis. 

Kelembagaan Berbentuk Kantor atau 

Badan  

Biasanya hanya berperan 

sebagai loket penerima, 

yang pada umumnya 

berbentuk unit.  

Pencapaian 

Target Retribusi 

Sebagai pemegang 

kewenangan pelayanan 

perizinan, PTSP tidak diberi 

target pencapaian 

retribusi/PAD 

Sebagai pemegang 

kewenangan pelayanan 

perizinan SKPD teknis 

diberikan beban target 

pencapaian retribusi/PAD 

Status 

Kepegawaian 

Status staf adalah Staf Tetap 

Penyelenggara PTSP. 

Sebagian besar staf 

statusnya adalah Staf 

SKPD Teknis.  

 

2.4. Tinjauan Kebijakan Pegembangan PTSP  

2.4.1. Kebijakan Tingkat Nasional 

Terdapat beberapa landasan peraturan yang mendasari 

terbentuknya pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang 

penanaman modal di DKI Jakarta yang berasal dari peraturan di 

tingkat pusat maupun peraturan di tingkat daerah. Landasan hukum 

yang utama adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. Undang-Undag No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal juga secara khusus menyebutkan keberadaan PTSP 

sebgai bagian penting dalam penanaman modal khususnya dalam 

mendorong peningkatan investasi melalui perbaikan birokrasi dalam 

investasi. Pencantuman secara khusus PTSP ini secara implisit 

menunjukkan pentingnya PTSP dalam mendukung perbaikan iklim 
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investasi dan menjadi bagian yang penting dalam kebijakan 

penanaman modal di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, secara 

eksplisit disebutkan bahwa izin-izin penanaman modal dan pendirian 

kegiatan usaha diperoleh melalui PTSP serta jenis layanan dan 

instansi yang menyelenggarakan PTSP. Beberapa point penting dari 

Undang-Undang ini terkait dengan PTSP adalah: 

 Pasal 25 : ( ayat 4) Perusahaan penanaman modal yang akan 

melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang 

memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-

undang. (ayat 5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu 

 Pasal 26 : (ayat 1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan 

membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan 

pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman 

modal. (ayat 2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh 

lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal 

yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 

lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 

nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang 

berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi 

atau kabupaten/kota 

 

Landasan hukum berikutnya adalah adalah Undang-Undang 

No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana pelayanan 

perizinan di bidang penanaman modal adalah salah satu bentuk 

pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

kepada masyarakat. Beberapa butir penting dari Undang-Undang ini 

terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah  

 Pasal 8 : ayat (1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban 

menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan 
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pembentukan, dan (ayat 2) Penyelenggaraan pelayanan publik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 

meliputi: (a) pelaksanaan pelayanan; (b) pengelolaan pengaduan 

masyarakat; (c) pengelolaan informasi; (d) pengawasan internal; (e) 

penyuluhan kepada masyarakat; dan (f) pelayanan konsultasi  

 Pasal 9 : ayat (1) yang menyatakan Dalam rangka mempermudah 

bahwa penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, dan ayat (2) 

bahwa pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah. 

Pada tingkatan yang lebih rendah, landasan hukum terhadap 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah dalam 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 

Penanaman Modal. Beberapa point penting dari Perpres No. 27 

tahun 2009 ini adalah: 

 Pasal 2: Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal 

berdasarkan asas (a) kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) 

akuntabilitas; (d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 

negara; dan (e) efisiensi berkeadilan 

 Pasal 3: PTSP dibidang Penanaman Modal bertujuan untuk 

membangun Penanaman Modal dalam memperoleh kemudahan 

pelayanan, fasilitas, dan informasi mengenai Penanaman Modal, 

dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan 

meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan 

Non perizinan 

 Pasal 4: Ruang lingkup PTSP di bidang Penanaman Modal 

mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non 

perizinan di bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk 

melakukan kegiatan Penanaman Modal. 
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 Pasal 5: Pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal harus 

menghasilkan mutu pelayanan prima yang diukur dengan indikator 

kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian 

hukum 

 Pasal 6: PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah  

Perpres No. 29/2008 ini memuat tentang tujuan, prinsip dan 

ruang lingkup  PTSP yang menjadi acuan bagi pembuatan kebijakan, 

payung hukum dan operasional PTSP di daerah. Perpres juga memuat 

tentang Norma, Standar dan Prosedur, bahkan sampai dengan standar 

pelayanan minimal yang harus dijalankan oleh PTSP. Lebih dari itu, 

Perpres juga memuat tentang tata cara penanaman modal serta posisi 

PTSP didalam prosedur penanaman modal yang harus dilalui di 

Indonesia. Secara implist ini menunjukkan bahwa PTSP sebagai 

bagian penting dalam proses penanaman modal.  

Landasan hukum yang lebih teknis terkait pembentukan PTSP 

adalah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Beberapa ketentuan penting dalam Permendagri tersebut 

adalah: 

 Pasal 4: Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan 

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 

 Pasal 6: Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 

penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PTSP 

untuk mempercepat proses pelayanan. 

 Pasal 7: (ayat 1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian 

pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non 

perizinan yang menjadi kewenangannya. (ayat 2) PPTSP 

mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan 



43 
 

mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

keamanan berkas. 

 Pasal 8: Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PTSP 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan 

teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non 

perizinan sesuai dengan bidang tugasnya  

Dengan keluarnya peraturan tersebut, ada tuntutan yang kuat 

kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem perizinan 

dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Bahkan dalam 

Permendagri 24/2006 juga ditegaskan tenggat waktu bagi daerah-

daerah untuk mendirikan PTSP. PTSP dinilai merupakan salah satu 

instrumen yang efektif dalam mendorong peningkatan investasi dan 

pengembangan usaha mengingat salah satu sumber buruknya iklim 

investasi adalah birokrasi perizinan yang berbelit-belit 

Pengaturan terkait organisasi dan kelembagaan penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Bentuk Kelembagaan 

PTSP. Beberapa point penting terkait dengan implementasi 

kelembagaan PTSP yang diatur dalam Pergub ini adalah: 

 Pasal 4: Badan dan/atau Kantor mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang 

perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. 

 Pasal 5: Dalam menyelenggarakan tugas, Badan dan/atau Kantor 

menyelenggarakan fungsi : (1) Pelaksanaan penyusunan program 

Badan dan/Kantor, (2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi 

perizinan, (3) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan, 

(4) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan, dan (5) 

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan. 
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 Pasal 6: Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor mempunyai 

kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah 

berdasarkan pendelegasian. 

Saat ini pemerintah pusat juga tengah menggodok sebuah 

Peraturan Presiden tentang PTSP yang akan mengharmonisasikan 

eksistensi PTSP yang menginduk pada payung hukum yang berbeda 

yaitu PTSP yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 27 Tahun 

2009 dan PTSP yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 24 Tahun 2006. 

2.4.2. Kebijakan Tingkat Daerah (DKI Jakarta) 

Pada tingkat daerah, landasan hukum yang menjadi dasar bagi 

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan 

terpadu satu pintu di DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur No. 27 

Tahun 2012. Payung hukum pertama yang dikeluarkan untuk 

mendukung pembentukan PTSP dan penerapan pelayanan perizinan 

terpadu di DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 

2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bidang Penanaman Modal. Terdapat beberapa point penting dalam 

Peraturan Gubernur tersebut yang menunjukkan komitmen Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong penyederhanaan sistem 

perizinan dan mendorong keterpaduan pelayanan perizinan. Salah satu 

point pentingnya adalah bahwa sasaran dari pembentukan PTSP di 

DKI Jakarta adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, 

mudah dan transparan serta pasti dan meningkatkan hak-hak 

masyarakat dalam terhadap pelayanan di bidang penanaman modal. 

Pergub No. 112 Tahun 2007 ini juga menetapkan tugas teknis dari 

PTSP dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu meskipun 

masih bersifat alur umum dalam proses pengurusan izin di PTSP. 
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Dalam peraturan ini, penyederhanan perizinan masih difokuskan 

pada perizinan dibidang penanaman modal meskipun kedepan 

diarahkan kepada semua bentuk perizinan usaha dan perizinan 

pendukungnya. Namun dalam peraturan ini sudah mulai ditetapkan 

batasan obyek layanan yang akan diberikan oleh PTSP, jenis-jenis 

pelayanan perizinan yang dapat dilayani meskipun masih bersifat garis 

besar dan belum diperinci serta belum masuk sampai pada tataran 

standar operasional prosedur dan alur penyelesaian proses perizinan di 

PTSP. Pergub No. 112 Tahun 112 ini juga sudah menetapkan waktu 

penyelesaian perizinan untuk perizinan bidang penanaman modal 

yang terdiri dari beberapa jenis izin yang dipersyaratkan dan dapat 

diurus melalui PTSP DKI Jakarta, untuk berbagai bentuk penanaman 

modal yang dilakukan (berdasarkan luasan lahan dan penanaman 

modal pada kawasan tertentu). Mengingat adanya perkembangan yang 

terjadi dalam penetapan jenis perizinan yang dilayani serta cakupan 

obyek pelayanan perizinan yang dapat dilakukan di PTSP untuk 

semakin menyederhanakan proses serta keterpaduan pelayanan 

perizinan penanaman modal di PTSP, maka diperlukan revisi atas 

Pergub No. 112 Tahun 2007 ini untuk menjadi suatu payung hukum 

dan pedoman dalam penyelenggaraan PTSP di DKI Jakarta. 

Payung hukum kedua yang diterbitkan untuk mendukung 

operasional PTSP di DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur No. 53 

Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Dalam 

peraturan ini lebih diperjelas azas dan prinsip yang dijadikan acuan 

dalam pelayanan perizinan penanaman modal melalui PTSP. Dalam 

peraturan petunjuk pelaksanaan ini juga diperjelas jenis-jenis 

perizinan yang dilayani melalui PTSP DKI Jakarta, persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan perizinan, prosedur 

pelayanan, jangka waktu penyelesaian perizinan penanaman modal, 
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biaya yang harus dibayarkan dan flow chart alur pelayanan dan 

pemrosesan perizinan. 

Pergub No. 53 Tahun 2008 lebih memperinci ketentuan yang 

ada dalam Pergub No. 112 Tahun 2007 tentang jenis perizinan yang 

dilayani dan batasan objek layanan perizinan yang dilayani oleh 

PTSP. Pergub No. 53 tahun 2008 juga telah memerinci alur proses 

dokumen yang berlangsung dalam pengurusan izin di PTSP untuk 

masing-masing jenis perizinan yang dilayani. Bagian penting dari 

Pergub No. 53 Tahun 2008 ini untuk lebih memberikan kepastian 

operasional PTSP di Jakarta adalah standar operasional prosedur 

(SOP) untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan di PTSP untuk 

masing-masing jenis perizinan yang mencakup persyaratan untuk 

masing-masing jenis perizinan (tersendiri maupun paket perizinan) 

dan penyederhanaan yang dilakukan, bagan alur pemrosesan dokumen 

perizinan sampai dengan dikeluarkannya izin, fungsi dan tugas dari 

masing-masing bagian dalam struktur kelembagaan PTSP, struktur 

dan petugas yang ditempatkan di PTSP sampai dengan penanganan 

pengaduan atas pelayanan di PTSP. Rencana revisi/perubahan 

terhadap Pergub No. 112 Tahun 2007 yang merupakan pedoman 

umum dalam penyelenggaraan PTSP dan menjadi acuan dalam Pergub 

No. 53 Tahun 2008 menjadikan Pergub No. 53 Tahun 2008 ini juga 

memerlukan penyesuaian dalam bentuk revisi atau perubahan. 

Payung hukum ketiga yang dibuat untuk mendukung 

pelaksanaan pelayanan perizinan oleh PTSP adalah Keputusan 

Gubernur No. 1470 Tahun 2008 tentang Penunjukkan Tim teknis 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman 

Modal. Penetapan tim teknis ini diperlukan mengingat kunci 

keberhasilan dari pelayanan terpadu satu pintu adalah adanya 

koordinasi yang melibatkan unsur-unsur dari instansi teknis yang 

terkait dengan pengeluaran izin untuk investasi. Selama ini, kesulitan 
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dalam mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu juga adalah masih 

belum adanya keyakinan dari instansi teknis bahwa pelayanan 

perizinan yang memerlukan pengetahuan dan penilaian teknis untuk 

masing-masing jenis izin dilakukan oleh oleh satu lembaga tertentu 

yang tidak memiliki tenaga dengan kemampuan teknis yang 

dibutuhkan. Sehingga instansi teknis yang mengeluarkan izin 

cenderung belum mau melepaskan kewenangan pengeluaran izin dari 

instansi teknisnya. 

Tim teknis adalah tim yang berada di PTSP DKI Jakarta yang 

terdiri dari unsur-usur dari dinas teknis yang terkait dengan izin yang 

akan dikeluarkan sesuai dengan jenis izin tersebut. Tim teknis ini 

berasal dari person yang sebelumnya menangani perizinan di dinas 

teknis tersebut dan dengan adanya PTSP, petugas tersebut 

ditempatkan di PTSP untuk mendukung penyelengaraan pelayanan 

terpadu satu pintu. Oleh karena itu anggota tim teknis diharuskan 

memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang perizinan maupun 

teknis terkait dengan izin yang dikeluarkan karena akan memberikan 

penilaian, pemberian rekomendasi teknis dan pemeriksanaan dan 

penilaian lapangan (jika diperlukan) terhadap permohonan izin yang 

diajukan. Bahkan dimasa datang tim teknis diharapkan memiliki 

otorisasi untuk menyetujui diterbitkannya suatu izin yang diajukan 

oleh pemohon, sehingga konsep satu pintu benar-benar dapat 

diwujudkan dalam pelayanan di PTSP DKI Jakarta. 

Menyadari tidak berjalannya PTSP secara efektif dimana masih 

banyak pelayanan perizinan yang masih tetap dilakukan dan dilayani 

di SKPD yang menerbitkan izin, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2010 yang meruakan 

revisi dari Peraturan Gubernur No. 112 tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman 

Modal. Point utama revisi ini adalah pada penguatan keberadan PTSP 



48 
 

bidang Penanaman Modal sebagai satu-satunya insitusi dan tempat 

untuk pengurusan izin-izin yang terkait dengan penanaman modal di 

wilayah DKI Jakarta. Hal ini diwujudkan dengan beberapa ketentuan 

yaitu (i) menentukan jenis-jenis izin yang dilayani oleh PTSP bidang 

penanaman modal, (ii) penentuan objek layanan yang dilayani di 

PTSP bidang penanaman modal, sehingga tidak overlapping dengan 

pelayanan oleh SKPD dan PTSP ditingkat wilayah serta 

memperhatikan kapasitas dan kemampuan pelayanan PTSP, (ii) 

melarang SKPD memberikan layanan izin yang menjadi objek 

layanan PTSP dan (iv) menetapkan Standar Operasional Prosedur 

dalam pelayanan perizinan PTSP. 

Payung lain yang dikeluarkan untuk memperkuat layanan PTSP 

bidang penanaman modal di DKI Jakarta adalah untuk memperkuat 

kelembagaan PTSP. Penguatan kelembagan ini menjadi sangat krusial 

mengingat selama ini PTSP bidang penanaman modal di DKI Jakarta 

tidak memiliki kelembagan sendiri dan hanya menjadi bagian dari 

pelayanan salah satu bidang di Badan Penanaman Modal dan Promosi. 

Penyelenggaraan PTSP yang dilakukan tidak dalam suatu 

kelembagaan khusus dan bergabung dengan suatu struktur di dalam 

SKPD/unit kerja menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut 

meliputi permasalahan fokus layanan mengingat bidang juga masih 

memiliki tupoksi lainnya, permasalahan keterbatasan sumberdaya 

manusia petugas PTSP yang juga tidak dapat dikelola penuh dan 

ketiga permasalahan terkait dengan aspek struktural kelembagaan 

mengingat posisinya yang masih dibawah bidang tertentu, pada saat 

yang sama harus mengkoordinasi SKPD yang strukturalnya lebih 

tinggi. 

Penetapan kelembagaan khusus ini dilakukan melalui Peraturan 

Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 223 Tahun 2010 tanggal 30 

Desember 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. Dengan 

adanya kelembagaan khusus dalam bentuk UPT ini, maka operasional 

PTSP telah menjawab dua permasalahan besar diantara banyak 

permasalahan yang dihadapi dalam operasional PTSP yaitu kebutuhan 

staf yang fokus dalam operasional  dan pelayanan PTSP serta adanya 

program yang secara khusus dibuat serta penganggaran untuk 

mendukung kelembagaan tersebut. Kedua persoalan ini menjadi 

maalah yang selama ini dihadapai dan menyebabkan operasional 

pelayanan masih mengalami hambatan dan belum optimal. 

 

2.4.3. Praktek Sukses Implementasi PTSP di Daerah  

Beberapa daerah telah berhasil dalam mengembangkan PTSP di 

daerahnya untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses 

perizinan. Keberhasilan itu diikuti dengan peningkatan investasi dan 

pengembangan usaha di wilayah tersebut, dan  penghargaan dari 

pemerintah serta lembaga internasional dalam hal inovasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan  publik yang baik dan 

menciptakan kemudahan dalam berinvestasi. Daerah-daerah yang 

berhasil dalam mengembangkan PTSP bervariasi dari sisi bentuk 

kelembagaan, model pengorganisasian kewenangan dan kepegawaian, 

mekanisme kerja dan struktur organisasi. Namun PTSP yang berhasil 

itu memiliki kesamaan dalam hal kewenangan penuh memproses izin 

dan SOP pelayanan yang menjamin pelayanan berjalan secara 

terkontrol. 

Pada level kabupaten/kota, PTSP Kabupaten Sragen yang 

berbentuk Badan adalah satu pelopor penerapan PTSP yang sesuai 

dengan prinsip PTSP berkewenangan penuh yang mendukung 

percepatan dan penyederhanaan proses perizinan. Dengan 

keberhasilannya, telah banyak prestasi dan penghargaan yang diraih 

selain peningkatan dalam investasi dan pengembangan usaha, Sragen 
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juga banyak menjadi rujukan bagi daerah yang ingin mengembangkan 

PTSP, selain rujukan nasional dalam menyusun panduan 

pengembangan PTSP. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas 

Perizinan Kota Denpasar dan Badan Perizinan di Minahasa juga 

menjadi model pengembangan PTSP yang berhasil dalam 

menyederhanakan proses perizinan dengan pelayanan yang cukup 

disatu tempat untuk semua jenis perizinan yang dibutuhkan oleh 

pelaku usaha/investor. Model pelayanan terpadu ini memberi 

kemudahan bagi investor yang membutuhkan pengurusan izin untuk 

berbagai jenis izin namun dalam satu kali proses. Seluruh izin yang 

dibutuhkan diproses di PTSP dan ditandatangani oleh Kepala PTSP 

dengan kewenangan yang dimilikinya. 

Pada tingkat provinsi, PTSP di Jawa Barat dan di Jawa Timur 

menjadi model PTSP yang berhasil dalam menyediakan layanan 

perizinan yang cepat, sederhana dalam sebuah pelayanan yang terpadu 

disatu instansi. Seluruh izin yang dikeluarkan oleh provinsi di layani 

dan diproses di PTSP tersebut sehingga pemohon izin tidak perlu 

mendatangi beberapa instansi untuk mengurus berbagai izin yang 

diperlukan untuk kepentingan usahanya dalam rangka pendirian 

maupun pengembangan usaha. Hal ini pula yang menyebabkan PTSP 

di kedua provinsi ini memperoleh penghargaan dari pemerintah dalam 

hal mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di provinsi 

tersebut. Kewenanangan penuh yang dimiliki oleh PTSP 

memungkinkan PTSP dapat memproses perizinan secara cepat. 

Pelayanan juga menjadi lebih baik karena kualitas pelayanan lebih 

terkontrol terutama dengan adanya standar pelayanan minimum dan 

standar operasional prosedur untuk izin yang dilayani.  

PTSP di Provinsi Jawa Timur mengacu pada PTSP yang sesuai 

dengan model BKPM yaitu PTSP yang berada di bawah instansi 

penanaman modal propinsi. PTSP di propinsi Jawa Timur berbentuk 



51 
 

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) di Badan Penanaman Modal 

Propinsi Jawa Timur.  UPT ini berdiri dengan dasar dua Peraturan 

Gubernur yaitu Pergub tentang Penyelenggaraan PTSP dan Pergub 

tentang Organisasi Tata Kerja UPT P2T. Model ini sebenarnya mirip 

dengan yang sudah dibentuk di Jakarta yang berada di bawah BPMP. 

Namun kelebihan dari UPT P2T ini adalah bahwa kewenangan 

penandatanganan seluruh izin yang dilayani di UPT P2T ada di 

Kepala BPM sebagai induk dari UPT P2T. UPT P2T ini menjadi salah 

satu unit kerja dari BPM yang memang secara fokus memberikan 

layanan perizinan dan non perizinan. UPT P2T terdiri dari sub bagian 

tata usaha dan dua seksi yaitu seksi Pelayanan Perizinan dan Seksi 

Pelayanan Non Perizinan serta Tim Teknis yang melaksanakan proses 

perizinan. 

Saat ini UPT P2T melayani 205 jenis dokumen yang terdiri dari 

143 jenis izin dan 62 jenis non periiinan. Perizinan yang dilayani di 

UPT P2T ini tidak hanya pelayanan penanaman modal, namun juga 

pelayanan kegiatan usaha pada berbagai bidang maupun pelayanan 

bidang sosial dan linkungan hidup. Pelayanan di UPT P2T dibagi 

menjadi pelayanan di front office dan pelayanan di back office. Front 

office terdiri dari pelayanan informasi dan pelayanan pendaftaran 

untuk permohonan izin. Pelayanan back office terdiri dari tim 

teknis/korektor, Kepala UPT dan pelayanan melalui SKPD terkait. 

Pelayanan yang melibatkan SKPD terkait juga dilakukan melalui 

suatu Unit reaksi cepat (URC) yaitu untuk hal-hal teknis yang 

membutuhkan penanganan segera seperti terkait dengan pemeriksaan 

lapangan dan perizinan yang membutuhkan penyelesaian segera. 

PTSP di Provinsi Jawa Barat mengacu pada PTSP yang sesuai 

dengan model Kementerian Dalam Negeri yaitu PTSP yang berdiri 

sendiri sebagai suatu Badan dengan naman Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BP2T) Propinsi Jawa Barat.Pembentukan BP2T 

ini diperkuat melalui Perda No. 7 Tahun 2010 tentang struktur 
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organisasi BP2T Propinsi Jawa Barat. Dengan kelembagaan berbentuk 

badan dan tidak dibatasi pada bidang penanaman modal, maka BP2T 

memiliki kewenangan penuh dalam memproses dan menerbitkan 

seluruh izin yang dilayani. BP2T juga tidak hanya melayani perizinan 

dan non izin terkait kegiatan usaha, namun seluruh jenis layanan ijn 

dan non izin yang menjadi kewenangan propinsi. BP2T terdiri dari 

bagian tata usaha dengan tiga sub bagian, tiga bidang, kelompok 

jabatan fungsional dan tim teknis. Tiga bidang yang berada dibawah 

BP2T adalah Bidang Administrasi, Bidang Pelayanan, dan Bidang 

Evaluasi, Monitoring dan Pengaduan. Kelompok jabatan fungsional 

dan tim teknis berfungsi untuk mendukung pelayanan di BP2T. 

Keberadaan tim teknis ini juga menjadi sarana BP2T dalam 

melakukan koordinasi dengan SKPD teknis. Tim Teknis ini terdiri 

dari terdiri dari perwakilan unsur perangkat daerah yang kompeten di 

bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan 

diterima atau ditolaknya permohonan izin, sehingga kepala SKPD 

bertanggung jawab terhadap keputusan perizinan. Tim teknis bertugas 

melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita 

acara pemeriksaan tentang analisis/kajian sesuai bidangnya yang 

dikoordininir oleh Kepala Badan. SKPD teknis berperan dalam 

pembinaan dan pengawasan atas perizinan/non perizinan yang 

dikeluarkan. 

BP2T Jawa Barat mengelola tiga jenis perizinan yaitu (i) 

perizinan umum, (2) perizinan strategis, dan (iii) perizinan penanaman 

modal. Perizinan umum yang dilayani di BP2T terdiri dari 96 jenis 

izin dan 84 jenis non izin. Perizinan khusus adalah memiliki 

karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan yang 

membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu 

tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, 

pemanfaatan penataan ruang provinsi dan berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat. Izin ini terdiri dari empat jenis izin Izin 
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Alih Fungsi Lahan, Izin Bidang Pertambangan, Izin Lingkungan 

Hidup (AMDAL), dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang di Kawasan 

Bandung Utara. Sementara yang dimaksud dengan perizinan 

penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 

Penanaman Modal yang terdiri dari 10 jenis izin/non izin.  Organisasi 

pelayanan untuk perizinan umum dan perizinan penanaman modal 

memiliki alur yang sama yaitu melibatkan front office dan back office 

yang berada di dalam internal BP2T. Front office terdiri dari loket 

informasi, loket pendaftaran/verifikasi, dan loket pengambilan 

izin/non izin. Sementara untuk back office terdiri bagian 

pelayanan/proses, tim teknis yang berasal dari organisasi perangkat 

daerah (OPD) dan Kepala BP2T selaku penandatangan izin dan 

koordinator tim teknis. Sementara untuk organisasi pelayanan untuk 

perizinan khusus melibatkan Gubernur dan Tim Teknis/Tim Kerja 

yang dibentuk oleh Gubernur.   

BP2T Jawa Barat selain berhasil dalam meningkatkan kinerja 

dalam memberikan pelayanan perizinan dan meningkatkan investasi 

daerahnya, kini juga menjadi rujukan dalam pengembangan 

kelembagan perizinan uinvestasio di tingkat propinsi. BP2T Jawa 

Barat berhasil juga mendorong peningkatan PTSP yang ada di tingkat 

kabupaten/kota untuk memperbaiki sistem palayanan perizinannnya 

untuk meningkatkan minat investasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pemikiran 

Dua perubahan utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam pelayanan perizinan usaha yakni:  

1. Reformasi regulasi perizinan usaha. Saat ini perizinan usaha di Indonesia 

sangat banyak dalam hal jumlah dan tumpang tindih. Reformasi regulasi 

perizinan saat ini masih sulit dilaksanakan, mengingat pertama, 

kewenangan perizinan masih tersebar di berbagai SKPD; kedua, sebagian 

besar perizinan masih sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat. 

2. Reformasi birokrasi perizinan usaha, persyaratan yang banyak, tumpang 

tindih serta menyangkut banyak instansi teknis menyebabkan prosedur 

layanan menjadi tidak efisien. Pengembangan PTSP pada dasarnya baru 

menyentuh reformasi di bidang birokrasi perizinan, dengan sasaran pada 

penyederhanaan prosedur perizinan.  

Birokrasi perizinan yang panjang, banyak ketidakpastian dan berbelit-

belit menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat masuknya 

investasi di Indonesia disamping masalah infrastruktur, stabilitas keamanan 

dan kondisi ketenagakerjaan/perburuhan. Oleh karena itu, reformasi 

birokrasi dan pelayanan perizinan menjadi salah satu alat yang ditempuh 

untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan minat investasi, 

termasuk di Jakarta. Bagi Jakarta yang memiliki infrastruktur yang sudah 

cukup baik dan stabilitas keamanan yang relatif terjaga, maka perbaikan 

iklim investasi melalui perbaikan birokrasi dan pelayanan perizinan usaha 

dan investasi menjadi hal yang sangat penting. 

Ada beberapa studi yang memberikan gambaran tentang faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja tata kelola ekonomi 

daerah yang menggunakan 9 (sembilan) indikator yaitu:  



55 
 

1. Akses dan Kepastian Lahan 

2. Perizinan Usaha 

3. Interaksi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha 

4. Program Pengembangan Usaha 

5. Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah 

6. Pajak, Retribusi Daerah dan Pungutan Lainnya 

7. Infrastruktur Fisik Daerah 

8. Keamanan dan Penyelesaian Sengketa 

9. Peraturan Daerah
5
 

  

Keberadaan PTSP diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat 

umum, dunia usaha dan juga bagi pemerintah sendiri.  Bagi masyarakat, 

dengan adanya PTSP masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang 

lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dari formalitas 

yang dimiliki. Bagi dunia usaha, PTSP diharapkan mampu memberikan 

kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha 

untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu, dunia 

usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi 

pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya membuat 

pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada 

kegiatan-kegiatan produktif.  

Sementara itu, bagi pemerintah, keberadaan PTSP diharapkan mampu: 

1. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan 

efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah 

tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), 

sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta menghindari 

adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak 

                                        
5 Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2007 
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langsung kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan juga 

berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 

2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan semakin 

mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan 

selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari pajak  akibat 

semakin banyaknya badan usaha yang menjadi obyek pajak. 

3. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan pemerintah 

mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek 

pembangunan. 

4. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses 

pengurusan perizinan dan non-perizinan. 

Hasil studi yang dilakukan oleh The Asia Foundation bersama dengan 

Center for Economic and Social Studies (CESS) terhadap layanan perizinan 

setelah didirikannya PTSP dibeberapa daerah menunjukkan adanya 

perbaikan yang signifikan dalam pelayanan perizinan. Perbaikan pelayanan 

tersebut adalah dalam hal berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pelaku usaha pemohon izin dan juga waktu yang diperlukan dalam 

memproses izin tersebut. Hasil survei di 14 kota yang diperlihatkan pada 

Tabel 4. menunjukkan bahwa untuk izin HO (Hinder Ordonantie)/Izin 

Gangguan (UUG), rata-rata biaya berkurang dari Rp. 282 ribu menjadi Rp. 

191 ribu. Sementara untuk lamanya pemrosesan izin untuk HO/UUG juga 

menurun dari 50 hari menjadi hanya tinggal 16  hari. Sementara untuk TDP 

yang harus dimiliki oleh hampir seluruh jenis usaha dan seluruh skala usaha 

(kecuali usaha mikro), biaya yang harus dikeluarkan menurun jauh dari Rp. 

349 ribu menjadi hanya Rp. 203 ribu, setelah terbentuknya PTSP. 

Sementara untuk waktu pengurusan TDP juga mengalami penurunan dari 

sebelumnya memerlukan waktu 32 hari dan setelah pelayanan melalui PTSP 

hanya memerlukan waktu 13 hari.  
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Tabel 3.1. Perbedaan sebelum dan sesudah implementasi PTSP 

Jenis Izin 

Rata-Rata Biaya           

(Rp. 000) 

Rata-Rata Waktu 

(Hari) 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

1. Izin HO/UUG 282 191 50 16 

2. Izin Industri 336 239 45 14 

3. SIUPT 300 249 25 13 

4. TDP 349 203 32 13 

Sumber : The Asia Foundation, 2006 

Penyelenggaraan PTSP juga bertujuan untuk meningkatkan formalitas 

usaha dan investasi di suatu wilayah yang ditandai dengan meningkatnya 

jumlah izin yang dilayani oleh lembaga yang memproses perizinan tersebut. 

Jumlah izin usaha dan investasi yang diproses dan diterbitkan disuatu 

daerah secara implisit menunjukan jumlah investasi yang masuk di suatu 

daerah melalui usaha yang didirikan, meskipun belum sepenuhnya 

menggambarkan investasi tersebut. 

Namun keberhasilan PTSP dalam memperbaiki iklim usaha dan 

meningkatkan minat investasi sangat dipengaruhi oleh kepuasan investor 

pengguna layanan PTSP. Tingkat kepuasan pengguna layanan ini menjadi 

penting agartidak ada persepsi yang salah tentang PTSP dan pembentukan 

PTSP hanya sekedar memenuhi kewajiban peraturan pemerintah. Banyak 

daerah yang sudah membentuk PTSP namun tetap tidak berdampak kepada 

perbaikan iklim investasi karena tidak memperhatikan aspek kepuasan 

pengguna layanan PTSP tersebut terkait dengan prinsip dan tujuan pendirian 

PTSP. Kementerian PAN sendiri sudah membuah parameter dalam 

mengukur kualitas dan kepuasan pengguna layanan publik, termasuk PTSP. 

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

pelayanan PTSP bidang penanaman modal BPMP  DKI Jakarta ini diawali 

dengan menghitung indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan PTSP 

BPMP. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan 
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menggunakan 14 indikator yang dikembangkan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ke-

14 indikator tersebut adalah (1) prosedur pelayanan, (2) persyaratan 

pelayanan, (3) kejelasan petugas pelayanan, (4) kedisiplinan petugas 

pelayanan, (5) tanggung jawab petugas pelayanan, (6) kemampuan petugas 

pelayanan, (7) kecepatan pelayanan, (8) keadilan mendapatkan pelayanan, 

(9) kesopanan dan keramahan petugas, (10) kewajaran biaya pelayanan, (11) 

kepastian biaya pelayanan, (12) kepastian jadwal pelayanan, (13) 

kenyamanan lingkungan dan (14) keamanan pelayanan. Penghitungan 

indeks kepuasan masayarakat dilakukan dengan rumus : 

 

       
                            

           
 

 

                
     

  
   

  
         

IKM = NRR tertimbang  x 25 

 

NRRi                     = Nilai rata-rata unsur ke-i 

NRR tertimbang  = Nilai rata-rata dari 14 unsur 

IKM                     = Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

Kepuasan masyarakat juga merupakan persepsi dan penilaian 

masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan, sesuai 

dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan. Tingkat kepuasan atas 

pelayanan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk persepsi 

atas pelayanan tersebut. Menurut Rangkuti (2012) karena jasa layanan 

perizinan tidak kasat mata serta kualitas teknik selalu tidak dapat dievaluasi 

secara akurat, masyarakat berusaha menilai kualitas layanan perizinan 

berdasarkan apa yang dirasakan, yaitu atribut-atribut yang mewakili kualitas 

proses dan kualitas pelayanan. Sehingga kualitas layanan perizinan akan 

ekuivalen dengan tingkat kepuasan masyarakat dan kualitas tersebut. 
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Terdapat 8 aspek yang membentuk kualitas pelayanan yang jika 

dikelompokkan terdiri dari (i) aspek proses dan prosedur, (ii) aspek biaya, 

(iii) aspek waktu, (iv) aspek petugas, dan (v) aspek fasilitas. Sementara 

survei terhadap indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan PTSP 

menggunakan 14 parameter unsur pelayanan yang membentuk tingkat 

kepuasan pengguna layanan PTSP. Menggabungkan kedua pendekatan 

tersebut, maka setidaknya diduga terdapat tiga faktor penting dalam 

menentukan tingkat kepuasan masyarakat pelayanan perizinan investasi di 

PTSP. Ketiga faktor tersebut adalah 1. Aspek sistem dan prosedur dalam 

pelayanan perizinan, meliputi : (1) kemudahan prosedur, (2) kesesuaian 

persyaratan dengan jenis pelayanan, (3) kejelasan dan kepastian petugas, 

dan (7) kecepatan pelayanan,  2. Aspek petugas yang memberikan 

pelayanan perizinan, meliputi: (4) kedisiplinan petugas, (5) tanggungjawab 

petugas dalam memberikan pelayanan, dan (6) kemampuan petugas dalam 

memberikan pelayanan, dan 3. Aspek biaya yang harus dibayarkan untuk 

memperoleh layanan perizinan, meliputi : (10) kewajaran biaya dan (11) 

kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan ketentuan/ketetapan dalam 

peraturan. Hubungan diantara masing- masing aspek terhadap tingkat 

kepuasan pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Analisis pengaruh dari masing- masing aspek terhadap tingkat 

kepuasan dilakukan dengan meregresikan indeks kepuasan masyarakat 

dengan ketika aspek tersebut satu per satu. Sehingga hubungan antara 

masing- masing aspek dalam kualitas pelayanan terhadap indeks kepuasan 

dapat digambarkan dalam model persamaan sebagai berikut: 

1. Sispro (X1) 

Y = a + b X1 

2. SDM (X2) 

Y = a  + b X2 

3. Biaya (X3) 

Y = a + b X3 

Dimana : 

Y =  Tingkat Kepuasan yang ditunjukkan oleh Indeks Kepuasan Responden  

X1 = Aspek sistem dan prosedur, yang diambil dari nilai rata-rata unsur-

unsur pembentuk sistem prosedur dalam survei IKM 

X2 = Aspek sumberdaya manusia petugas, yang diambil dari nilai rata-rata 

unsur-unsur pembentuk sumberdaya manusia petugas dalam survei 

IKM 

X3 = Aspek kewajaran biaya, yang diambil dari nilai rata-rata unsur-unsur 

pembentuk biaya dalam survei IKM 

Analisis pengaruh dari ketiga aspek tersebut terhadap tingkat 

kepuasan dilakukan dengan meregresikan indeks kepuasan masyarakat 

dengan ketiga aspek tersebut. Nilai dari ketiga aspek tersebut dicerminkan 

oleh rata-rata dari nilai unsur pembentuknya dalam penilaian responden 

yang diambil dari survei indeks kepuasan masyarakat. Sehingga hubungan 

antara ketiga aspek dalam kualitas pelayanan terhadap indeks kepuasan  

dapat digambarkan dalam model persamaan sebagai berikut : 

 

  Y = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3 
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Dimana :  

Y =  Tingkat Kepuasan yang ditunjukkan oleh Indeks Kepuasan Responden  

X1 = Aspek sistem dan prosedur, yang diambil dari nilai rata-rata unsur-

unsur pembentuk sistem prosedur dalam survei IKM 

X2 = Aspek sumberdaya manusia petugas, yang diambil dari nilai rata-rata 

unsur-unsur pembentuk sumberdaya manusia petugas dalam survei 

IKM 

X3 = Aspek kewajaran biaya, yang diambil dari nilai rata-rata unsur-unsur 

pembentuk biaya dalam survei IKM 

 

3.2. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan
6

.  Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini : 

1. Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan dari sistem dan 

prosedur di PTSP terhadap tingkat kepuasan pelayanan perizinan di 

PTSP BPMP. 

 

He : Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari sistem dan prosedur 

di PTSP terhadap tingkat kepuasan pelayanan perizinan di PTSP BPMP. 

2. Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan dari aspek 

sumberdaya manusia  di PTSP terhadap tingkat kepuasan pelayanan 

perizinan di PTSP BPMP. 

He :  Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari aspek sumberdaya 

manusia  di PTSP terhadap tingkat kepuasan pelayanan perizinan di 

PTSP BPMP. 

                                        
6 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, Hal. 

93. 
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3. Ho : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan dari aspek 

kewajaran biaya pelayanan di PTSP terhadap tingkat kepuasan pelayanan 

perizinan di PTSP BPMP. 

He :  Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari aspek kewajaran 

biaya pelayanan di PTSP terhadap tingkat kepuasan pelayanan perizinan 

di PTSP BPMP. 

 

3.3.  Desain Penelitian 

3.3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hubungan kausalitas yang 

akan menguji teori faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

terhadap pelayaan perizinan di PTSP BPMP Provinsi DKI Jakarta. 

Analisis faktor-faktor ini dibagi dalam dua kelompok yaitu faktor 

yang berasal dari pemohon, dalam hal ini adalah jenis kelamis 

pemohon. Kelompok kedua adalah yang berasal dari pelayanan PTSP 

yaitu terdiri dari aspek sistem dan prosedur pelayanan, aspek petugas 

pelayanan dan aspek biaya untuk mendapatkan pelayanan. Analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan ini 

berguna untuk mengetahui pada aspek apa yang harus diperbaiki 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan investasi sehingga 

pada gilirannya memberikan dampak yang posisitf  bagi iklim 

investasi di Jakarta  

 

3.3.2.  Populasi dan Sampel 

3.3.2.1.  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya
7
. Populasi menurut Irawan 

                                        
7 Sugiyono.Op.Cit. hal.90 
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adalah sekumpulan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang 

peneliti di dalam penelitiannya
8

. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh pengguna layanan perizinan usaha di Badan 

Penanaman Modal dan Promosi (BPMP).. 

 

3.3.2.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut
9
. Ukuran sampel dan teknik 

sampling tergantung dari sifat populasi. Semakin homogen 

populasi, sampel semakin besar. Mukhtar H. mengungkapkan 

jika sebuah penelitian populasinya dibawah 150 subyek, 

maka hampir seluruh pakar penelitian sepakat sebaiknya 

diambil seluruhnya, atau dengan kata lain penelitian dapat 

dikatakan penelitian populasi
10

. Artinya populasi adalah juga 

sekaligus sebagai sampel atau subyek penelitian.  

Berdasarkan penelitian diatas sampel penelitian ini adalah 

pengguna pelayanan UP-PTSP pada periode Juni-Juli 2013 

yaitu sebanyak 92 sampel dari 102 kuesioner yang disebar. 

Terdapat 10 sampel yang dibaung karena memiliki data yang 

tidak lengkap  

 

3.3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk analisis uji 

beda pelayanan dan data primer untuk analisis indeks kepuasan 

pelayanan dan dampak kualitas layanan terhadap minat investasi. 

Data sekunder berasal dari Badan Penanaman Modal dan Promosi 

Provinsi DKI Jakarta yang berupa data pelayanan perizinan pada 

semester 1 tahun 2009 dan semester 1 tahun 2012. Data semester 1-

                                        
8 Irawan,P. Logika dan Prosedur Penelitian , Jakarta : STIA LAN Press, 2003. Hal.72 
9 Sugiyono.Op.Cit. hal.91 
10 Mukhtar H. Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah. Jakarta: Gaung Persada 

Press,2009.Hal.79. 
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2012 berasal dari data yang sudah diadministrasi oleh UP- PTSP 

bidang penanaman modal di BPMP. Data primer untuk analisis 

dampak kepuasan layanan terhadap minat melakukan investasi berasal 

dari responden yang mengisi kuesioner yang disampaikan oleh 

petugas PTSP pada saat mengambil perizinan yang sudah jadi di UP-

PTSP pada periode penelitian. Untuk mendukung analisis yang 

dilakukan dalam analisis kualitatif, digunakan juga data pendukung 

perkembangan investasi di Jakarta yang berasal dari Badan 

Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta dan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) dan juga data perkembangan ekonomi 

Jakarta yang berasal dari Badan Pusat Statistik. 

 

3.3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jakarta tepatnya di UP-PTSP Bidang 

Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal dan Promosi, DKI 

Jakarta. Objek penelitian adalah pengguna layanan PTSP bidang 

penanaman modal di DKI Jakarta yang berasal dari para pelaku usaha 

yang akan melakukan atau mengembangkan investasi di Jakarta. 

 

3.3.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel 

3.3.5.1. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam uji beda rata-rata adalah 

jumlah izin yang dilayani dalam satu pekan pada periode 

tertentu dan rata-rata lama waktu penyelesaian izin untuk izin 

UUG. Jumlah izin yang dilayani adalah jumlah seluruh jenis 

izin/non izin yang menjadi objek layanan PTSP yang 

diterima permohonannya, diproses dan diterbitkan izin/non 

izinnya kepada pemohon izin. Dengan demikian, jumlah ini 

tidak termasuk permohonan izin/non izin  yang tidak diproses 

lebih lanjut dan tidak sampai diterbitkan izinnya. Rata-rata 

waktu penyelesaian adalah lama waktu penyelesaian izin dari 
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mulai berkas permohonan izin diterima dan dinyatakan 

lengkap dan valid sampai dengan izin ditandatangani dan siap 

diserahkan kembali kepada pemohon izin. 

Untuk analisis tingkat kepuasan masyarakat, variabel yang 

digunakan adalah 14 unsur penilaian kepuasan masyarakat 

(Menurut Kepmen PAN No. 25 tahun 2004). Penilaian 

dilakukan dengan menggunakan indeks yang menyatakan 

tingkat kepuasan dari yang paling rendah sampai dengan 

yang paling tinggi. Kepuasan pengguna layanan diukur 

dengan menggunakan 14 unsur pelayanan yang terdiri 

dari (1) kemudahan prosedur, (2) kesesuaian pelayanan, (3) 

kejelasan dan kepastian petugas, (4) kedisiplinan petugas 

dalam memberikan pelayanan, (5) tanggungjawab petugas 

dalam memberikan pelayanan, (6) kemampuan petugas, (7) 

kecepatan pelayanan, (8) keadilan pelayanan, (9) kesopanan 

dan keramahan petugas, (10) kewajaran biaya, (11)  

kesesuaian biaya dengan ketentuan, (12) ketepatan 

pelaksanaan, (13) kenyamanan lingkungan pelayanan, dan 

(14) keamanan pelayanan. Minat untuk melakukan investasi 

diproksi dari keinginan menggunakan kembali layanan PTSP 

oleh pengguna PTSP setelah menilai kualitas layanan PTSP.  

 

 

3.3.5.2. Metode Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam uji beda rata-rata adalah 

jumlah izin yang dilayani dalam satu pekan pada periode 

tertentu dan rata-rata lama waktu penyelesaian izin.Variable 

yang diguna untuk analisis kepuasaan atas pelayanan 

perizinan adalah indeks kepuasaan dan minat investasi.   
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Tabel 3.2. Pengukuran variabel 

Variabel Indikator Kriteria/Ukuran Skala Pengukuran 

Indeks 

kepuasan  (Y) 

Survei indeks 

kepuasan 

masyarakat 

pengguna layanan 

Penilaian pemohon 

izin atas layanan 

yang diberikan 

Indeks skala 1-100 

Sistem dan 

Prosedur 
Survei indeks 

kepuasan 

masyarakat 

pengguna layanan 

dari unsur-unsur 

yang termasuk 

kelompok sistem 

dan prosedur (1), 

(2), (3) dan (7) 

Penilaian pemohon 

izin atas layanan 

yang diberikan 

Indeks skala 1-4 

Sumberdaya 

manusia 

(SDM) Petugas 

PTSP 

Survei indeks 

kepuasan 

masyarakat 

pengguna layanan 

dari unsur-unsur 

yang termasuk 

kelompok petugas 

(4), (5), dan (6) 

Penilaian pemohon 

izin atas layanan 

yang diberikan 

Indeks skala 1-4 

Biaya Survei indeks 

kepuasan 

masyarakat 

pengguna layanan 

dari unsur-unsur 

yang termasuk 

kelompok Biaya 

(10) dan (11) 

Penilaian pemohon 

izin atas layanan 

yang diberikan 

Indeks skala 1-4 

 

3.3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis pengaruh 

variabel yang berasal dari pengguna layanan dan varibel yang 

berasal dari pelayanan PTSP terhadap tingkat kepuasan pengguna 

layanan PTSP bidang penanaman modal BPMP. Kedua analisis ini 

didahului dengan analisis indeks kepuasan masyarakat atas 

pelayanan PTSP yang diukur dari penilaian atas unsur-unsur 
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pembentuk indeks kepuasan masyarakat tersebut. Analisis indeks 

adalah analisis statistik deskriptif untuk mengukur kepuasan yang 

diukur pada skala tertentu yang menunjukkan tingkat kepuasan 

pengguna layanan.Analisis pengaruh adalah analisis untuk 

mengukur pengaruh suatu kondisi terhadap keputusan atas kondisi 

tersebut. Analisis dampak dalam penelitian ini dikembangkan dari 

analisis indeks yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.3.6.1.  Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengguna layanan terhadap  kepuasan pelayanan  perizinan 

di PTSP Badan  Penanaman Modal dan Promosi  ini, 

berdasarkan teori tentang aspek pembentuk kualitas 

pelayanan,  maka terdapat tiga aspek utama yag membentuk 

kualitas pelayanan. Ketiga aspek tersebut adalah sistem dan 

prosedur yang dijalankan dalam memberikan pelayanan, 

sikap dan prilaku petugas yang memberikan pelayanan dan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan 

perizinan tersebut. Sistem dan prosedur ini mencakup juga 

kecepatan dalam memberikan pelayanan (variabel waktu). 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

pelayanan ini dilakukan melalui pengujian dengan model 

regresi linier berganda.  

 Model yang dikembangkan untuk analisis ini adalah 

sebagai berikut :  

  Y = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3 

Dimana :  

Y   =  Tingkat Kepuasan yang ditunjukkan oleh Indeks 

Kepuasan Responden  
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X1  =  Penilaian terhadap aspek sistem dan prosedur, yang 

diambil dari nilai rata-rata unsur-unsur pembentuk 

sistem prosedur dalam survei IKM 

X2  = Penilaian terhadap aspek sumberdaya manusia 

petugas, yang diambil dari nilai rata-rata unsur-

unsur pembentuk sumberdaya manusia petugas 

dalam survei IKM 

X3 =  Penilaian terhadap aspek biaya, yang diambil dari 

nilai rata-rata unsur-unsur pembentuk biaya dalam 

survei IKM 

 

 Regresi berganda adalah salah satu model regresi 

yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen yang nominal.  

 

3.3.7. Data 

Objek dari pelayanan dalam penelitian ini adalah pelayanan 

PTSP Bidang Penanaman Modal DKI Jakarta. Sementara untuk 

kepuasan masyarakat atas pelayanan melalui PTSP juga dilakukan 

terhadap pelayanan PTSP Bidang Penanaman Modal yang juga 

memberikan layanan perizinan usaha. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada 

masyarakat pengguna layanan PTSP di PTSP Bidang Penanaman 

Modal. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

BPMP merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta di Bidang Penanaman Modal dan Promosi. BPMP 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, dikoordinasikan oleh Asisten 

Perekonomian dan Administrasi Secara lengkap tertuang di dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 tahun 2009. 

Tugas Pokok: 

Badan Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas menyelenggarakan 

pembinaan, pengembangan dan penggordinasian pelayanan penanaman 

modal, serta kegiatan promosi. 

Fungsi: 

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja 

2. Perumusan kebijakan teknis 

3. Perencanaan,monitoring dan evaluasi Penanaman Modal; 

4. Mengevaluasi kebijakan penanaman modal; 

5. Pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal; 

6. Pengordinasian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan promosi; 

7. Pelayanan terpadu bidang penanaman modal; 

8. Fasilitasi, pelayanan, pembinaan dan pengendalian rekomendasi dan/atau 

perizinan penanaman modal; 

9. Pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama 

penanaman modal dengan pihak ketiga; 
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10. Pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; 

11. Perumusan dam penyusunan bahan kebijakan umum penanaman modal 

dan promosi; 

12. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah; 

13. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung 

jawaban penerimaan retribusi penanaman  modal; 

14. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana kerja; 

15. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan badan 

penanaman modal dan promosi; dan 

16. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 

 

Visi BPMP Provinsi DKI Jakarta 

Pembentukan suatu organisasi tentunya memiliki cita-cita tertentu, 

tidak terkecuali keberadaan Badan Penanaman Modal Dan Promosi (BPMP) 

Provinsi DKI Jakarta. Representasi cita-cita yang berorientasi jauh ke depan 

ini tertuang dalam visi Renstra Badan Penanaman Modal Dan Promosi 

(BPMP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2014 yaitu: 

“Investasi untuk mendukung perekonomian Daerah menunjang 

perekonomian nasional yang berkualitas” 

 

Misi BPMP Provinsi DKI Jakarta 

 

Misi Badan Penanaman Modal Dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta 

dijabarkan menjadi 3 (tiga) elemen berikut: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas penanaman modal 

2. Menjaga harmonisasi dan Koordinasi di bidang penanaman modal 

3. Meningkatan Kontribusi PAD dari BUMD dalam mendukung APBD 

DKI Jakarta 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  Bidang Penanaman Modal di 

Provinsi DKI Jakarta.Sebagai tindak lanjut UU Penanaman Modal Nomor 

25 Tahun 2007 dan kebijakan Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam 

Perda No. 1 Tahun 2008 tentang RPJMD, perprres 27/2009 dan 

ditindaklanjuti PerKa BKPM Nomor 12 Tahun 2009, Badan Penanaman 

Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta telah melayani pemrosesan 

investasi dan pengurussan lembaga bisnis dengan Sistem Pelayanan 

Terpadu satu Pintu (PTSP) berbasis Teknologi Informasi. 

Hal tersebut untuk memberikan pelayanan yang efisen khususunya 

terhadap pelayanan perizinan, dimanan selama ini diakui sebagai proses 

yang berbelit dan perjalanan yang jauh. Usaaha ini merupakan solusi 

memberikan layanan DKI Jakarta yang prima bagi masyarakat dan 

pemegang keputusan lainnya. 

Keunggulan  Proses satu pintu melalui PTSP, Cepat, Mudah, 

Transparan, Bebas dari Biaya Tidak Resmi, ada kepastian hukum dan 

pelayanan yang profesional.Saat ini PTSP telah melayani berbagai macam 

investasi diantarannya;Izin Penanaman Modal, Izin Usaha Perubahan, Izin 

usaha Perluasan, dan lain-lain. 

 

4.2. Pembahasan 

 

4.2.1. Perkembangan PTSP dan  Investasi di Jakarta 

Perkembangan pelayanan perizinan investasi di Jakarta dari 

sebelum dibentuknya PTSP, pembentukan PTSP dan evolusi 

perkembangannya di Jakarta, yang merupakan implikasi dari upaya 

perbaikan iklim investasi melalui reformasi sistem perizinan ( Tabel 

4.1.) 
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Tabel 4.1. Perkembangan PTSP dan  investasi di Jakarta 

Tahun Perkembangan PTSP Perkembangan Investasi 

2008 Dimulainya penyelenggaraan 

PTSP Bidang Penanaman  Modal 

yang menjadi bagian dari kegiatan 

Bidang Pelayanan Penanaman 

Modal  dan belum jadi unit kerja 

tersendiri. Mekanisme kerja dan 

SOP juga belum ada. Pelayanan 

izin masih terbatas dan belum 

memiliki kewenangan pengesahan 

izin 

 PMA meningkat cukup 

signifikan mencapai 112% 

dibanding tahun 2007. Jumlah 

proyek PMA juga meningkat.  

 PMDN mengalami penurunan 

sebesar 56% dan jumlah proyek 

juga menurun. 

 PMTDB meningkat 14,2% 

dibanding tahun sebelumnya 

2009 Melanjutkan pelayanan PTSP yang  

masih tetap di bawah Bidang PPM-

BPMP dengan Upaya perbaikan 

layanan. Pelayanan izin masih 

terbatas dan belum memiliki 

kewenangan pengesahan izin 

 PMA menurun sampai 45% 

dibanding tahun 2008 meskipun 

jumlah proyek PMA meningkat. 

Investasi PMA yang masuk 

hanya skala kecil 

 PMDN meningkat sangat tinggi 

mencapai 450% yang ditandai 

banyak proyek PMDN skala 

besar yang masuk  

 Peningkatan PMTDB 

mengalami penurunan menjadi 

hanya 8,7% dibanding 2008 

2010 Upaya perbaikan  operasional 

PTSP dengan memperbaiki payung 

hukum melalui Pergub 112/2007 

menjadi Pergub 14/2010. Namun 

operasional pelayanan PTSP tidak 

banyak berubah dan  masih 

dibawah bidang PPM-BPMP. Pada 

akhir tahun baru  dibuat 

kelembagaan tersendiri dalam 

bentuk UP-PTSP 

 PMA sedikit meningkat sebesar 

16% dibanding tahun 2009 

meskipun jumlah proyek PMA 

meningkat pesat. Investasi 

PMA masih hanya skala kecil 

 PMDN kembali menurun 

sebesar 52% meskipun jumlah 

proyek PMDN meningkat. 

Hanya proyek kecil yang masuk 

PMTDB meningkat kembali 

sebesar13,6%, lebih tinggi dari 

peningkatan tahun 2009 
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Tahun Perkembangan PTSP Perkembangan Investasi 

2011 UP-PTSP mulai efektif berjalan, 

namun belum banyak perbaikan 

secara operasional. Pola pelayanan 

masih sama karena masih 

terbatasnya staf UP-PTSP dan 

mekanisme kerja dan SOP yang 

belum berjalan 

 PMA kembali menurun sebesar 

24% dibanding tahun 2010 

meskipun jumlah proyek PMA 

meningkat pesat. Investasi 

PMA masih hanya skala kecil 

 PMDN kembali meningkat 

sebesar 101% meskipun jumlah 

proyek PMDN menurun. 

Proyek PMDN skala besar 

kembali meningkat 

 PMTDB meningkat lebih tinggi 

lagi dengan pertumbuhan 

mencapai 20% yang 

menandakan peningkatan 

investasi non fasilitas yang 

lebih tinggi 

2012 Perbaikan  layanan melalui 

Penataan dan pengembangan UP-

PTSP mulai berjalan. 

Kelembagaan mulai diperkuat dan 

meknisme koordinasi dan 

kewenangan juga diperkuat, 

mekanisme kerja dan SOP mulai 

dibuat bertahap menuju 

kelembagaan UP-PTSP yang 

mandiri  

Sampai semester1, PMA dan 

PMDN menunjukkan potensi 

peningkatan dari sisi nilai 

maupun jumlah proyek. 

 

Sejak dikembangkan menjadi UPT-PTSP pada akhir tahun 2010, 

terdapat perubahan yang cukup signifikan ke arah peningkatan dari 

pelayanan di PTSP bidang penanaman modal BPMP Propinsi DKI Jakarta 

ini. Peningkatan ini terlihat dari intensitas pelayanan izin yang dilakukan 

dan kecepatan dalam memproses perizinan yang masuk. Data sekunder yang 

dimiliki oleh BPMP dan berhasil dikumpulkan menunjukkan jumlah izin 

yang dilayani selama satu pekan sebelum dibentuknya UPT-PTSP dan 

setelah dibentuknya UPT PTSP. Rata-rata izin yang diproses dalam sepekan 

pada semester 1 tahun 2009 (sebelum UPT-PTSP) hanya sebanyak  3 (tiga), 

sementara jumlah yang dilayani dan diproses pada semester 1 tahun 2012 

(setelah UPT-PTSP) rata-rata mencapai 76 izin dalam sepekan. Perbedaan 
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juga terdapat pada lamanya proses perizinan untuk izin Undang-Undang 

Gangguan (UUG). Pemrosesan izin UUG gangguan pada semester 1 tahun 

2009 rata-rata membutuhkan 9 hari, sementara pada semester 1 tahun 2012 

(setelah UPT-PTSP) hanya membutuhkan waktu 3 hari. Kondisi ini 

menunjukkan terjadi perbaikan dalam kecepatan waktu pelayanan izin 

sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan PTSP. 

 

4.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh suatu institusi yang 

memberikan pelayanan kepada publik, akan menentukan minat publik 

atau masyarakat untuk menggunakan pelayanan tersebut. Dalam hal 

pelayanan perizinan investasi melalui PTSP, kualitas pelayanan PTSP 

yang baik akan mendorong minat investor atau pelaku usaha untuk 

mengurus izin kembali di PTSP untuk pendirian usaha baru atau 

pengembangan usahanya. Sehingga secara tidak langsung, kualitas 

pelayanan yang baik oleh PTSP sebagai institusi yang memberikan 

pelayanan perizinan investasi dan usaha, akan berdampak pada 

peningkatan minat untuk melakukan investasi baik investasi langsung 

maupun tidak langsung.  

Dalam pelayanan publik, salah satu cara untuk mengukur 

kualitas pelayanan publik ini adalah dengan menggunakan indeks 

kepuasan masyarakat (IKM) pengguna layanan publik tersebut. Indeks 

Kepuasan Masyarakat mencerminkan juga tingkat kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan, dalam hal ini tingkat 

kepuasan masyarakat pengguna PTSP dalam mengurus izin investasi. 

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan melalu survei 

kepada pengguna layanan dengan menggunakan instrumen kuesioner 

baku yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB. Pengukuran 

indeks kepuasan menggunakan 14 unsur kepuasan atas pelayanan 

publik. 
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Pada Tabel 4.2. hasil survei terhadap pengguna PTSP atas 

pelayanan yang diberikan oleh PTSP dalam pengurusan perizinan 

yang terkait dengan investasi dan usaha menunjukkan bahwa secara 

total indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan UP-PTSP 

bidang penanaman modal di Jakarta adalah sebesar 77,41. Nilai 

ini berarti berada dalam kategori BAIK, namun belum sangat 

baik. Jika dilihat dari masing-masing indikator pelayanannya, 

kualitas pelayanan yang masuk kategori sangat baik hanya untuk 

keadilan mendapatkan pelayanan. Aspek pelayanan yang relatif 

baik juga terdapat pada aspek kejelasan dan kepastian petugas 

yang melayani, keamanan pelayanan, kemudahan prosedur 

pelayanan, kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

dan kenyamanan di lingkungan PTSP. 

Tabel 4.2. Indeks kepuasan masyarakat 

No Indikator Pelayanan Indeks 

1 Kemudahan prosedur pelayanan  79.62 

2 Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan 77.99 

3 Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani  80.71 

4 Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan  67.39 

5 Tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan  77.99 

6 Kemampuan  petugas dalam memberikan pelayanan  79.62 

7 Kecepatan pelayanan  76.36 

8 Keadilan untuk mendapatkan pelayanan  82.61 

9 Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan 73.37 

10 Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan 75.27 

11 Kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan 79.89 

12 Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan 72.55 

13 Kenyamanan di lingkungan PTSP  79.89 

14 Keamanan pelayanan  80.43 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 77.41 
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Berdasarkan penilaian IKM tersebut, terlihat bahwa terdapat 

kemajuan yang cukup signifikan dari pelayanan yang dilakukan oleh 

PTSP sejak dikembangkan menjadi UP-PTSP. Kemajuan ini terutama 

berasal dari sudah ada kelembagaan khusus dalam bentuk unit 

pelaksana yang menjalankan operasional PTSP sehingga staf yang 

bertugas secara khusus di unit tersebut  yang mendukung pelayanan 

PTSP dan dibekali dengan pelatihan khusus. Dengan kelembagaan 

khusus tersebut, PTSP di BPMP juga didorong untuk memiliki standar 

pelayanan yang baik kepada investor yang menggunakan layanan PTSP. 

Hal ini ditunjukkan dengan indeks keadilan untuk mendapatkan 

pelayanan, kejelasan dan kepastian petugas yang melayani dan 

keamanan pelayanan yang cukup tinggi. Hal yang positif juga adalah 

tingginya indeks penilaian untuk aspek kesesuaian biaya yang 

dibayarkan dengan yang ditetapkan dimana responden memberikan 

penilaian kepuasan yang cukup tinggi terkait aspek biaya ini. Selama ini 

biaya yang tinggi terutama yang berasal dari biaya tidak resmi menjadi 

salah satu permasalahan dalam perizinan termasuk di Jakarta. Biaya 

yang tinggi dan tidak pasti inilah yang menyebabkan investor tidak mau 

mengurus izin investasi/usaha di Jakarta  

 

4.2.3 Pengujian Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat   

   Kepuasan Pelayanan PTSP. 

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan investasi di 

PTSP bidang penanaman modal BPMP dilakukan untuk melihat faktor 

di internal UPT- PTSP yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

masyarakat pengguna layanan perizinan di PTSP BPMP. Analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan model regresi linier sederhana dan 

regresi linear berganda dengan variabel response adalah indeks 

kepuasan masyarakat dan variabel bebas diwakili oleh tiga unsur 

utama dari kualitas pelayann. Regresi dilakukan dengan menggunakan 
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data dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap responden 

pengguna layanan PTSP. Beberapa unsur dari 14 unsur indeks 

kepuasan masyarakat menjadi satu unsur yang diduga berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. 

 

4.2.3.1 Regresi Linear Sederhana 

Pada tahap awal dilakukan regresi linier sederhana  

dari masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap 

variabel response-nya. Pengujian dilakukan untuk melihat 

pengaruh masing-masing variabel dalam satu model regresi 

yang terpisah sendiri-sendiri terhadap tingkat kepuasan atas 

pelayanan PTSP bidang penanaman modal BPMP DKI 

Jakarta. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

pemilihan variabel yang dilakukan sudah tepat, termasuk 

dalam menggabungkan unsur-unsur indeks kepuasan 

masyarakat. Hasil pengujian untuk masing-masing variabel 

menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan, 

sebagai berikut : 

 

Y = a + b X 

Y = 0,906 + 20,33 X 

 

X = Variabel bebas 

Y = a, artinya Jika tidak ada variable X (X1, X2, X3) 

pengguna layanan akan tetap/ konstan sebesar 0,906 

 

a. Sistem dan Prosedur ( X1) 

Sistem dan prosedur pelayanan berpengaruh positif 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan PTSP 
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dengan nilai koefisien sebesar 0,906, nilai t sebesar 20,33 dan 

tingkat kepercayaan 95% serta R-square 0,821.  

 

Y = a + b X1 

Y = 0,906 + 20,33 X1 

 

Jika variable sispro ditingkatkan 1 satuan dengan variable 

lain tetap maka akan memberikan pengaruh pada 

kepuasan pelayanan  sebesar 20,33 

 

b. Sumber Daya Manusia/ Petugas (X2) 

.    Selanjutnya sumber daya manusia petugas 

pelayanan  juga memberikan pengaruh yang positif signifikan 

terhadap  tingkat kepuasan pelayanan masyarakat atas 

pelayanan PTSP dengan koefisien 0,792 dan nilai t sebesar 

12,33 dengan tingkat kepercayaan sampai 95% serta nilai R 

square sebesar 0,628.  

 

  Y = a + b X2 

  Y = 0,792 + 12,33 X2 

 

Jika variable SDM ditingkatkan 1 satuan dengan variable lain 

tetap maka akan memberikan pengaruh pada kepuasan 

pelayanan sebesar 12,33. 

 

c. Kewajaran Biaya ( X3) 

Sementara untuk variabel kewajaran biaya juga 

menunjukkan pengaruh yang posititf signifikan terhadap tingkat 

kepuasan pelayanan PTSP bidang penanaman modal. Pengaruh 

variabel biaya ini dimaksudkan adalah bahwa semakin wajar 

biaya yang harus dikeluarkan pemohon izin dan sesuai dengan 
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peraturan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pemohon izin 

terhadap pelayanan PTSP. Variabel kewajaran biaya ini 

menunjukkan nilai koefisien 0,617 dan nilai t sebesar 7,43 

dengan tingkat kepercayaan sampai 95% serta nilai R square 

sebesar  0,38. 

  

Y=a + b X3 

Y = 0,617 + 7,43 X3 

Jika variable kewajaran biaya ditingkatkan 1 satuan dengan 

Variable lain tetap maka akan memberikan pengaruh pada 

tingkat kepuasan sebesar 7,43. 

Nilai R-square untuk variabel kewajaran biaya ini lebih 

rendah daripada variebel lainnya. Hasil lengkap dari pengujian 

untuk masing-masing variabel dalam model regresi yang 

terpisah ini ditunjukkan dalam lampiran. 

4.2.3.2  Regresi Liner Berganda 

Tahapan selanjutnya adala pengujian secara bersamaan 

ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kepuasan pelayanan 

PTSP. Pengujian dilakukan dengan model regresi linier 

berganda.  

Y = β0 + β1X1+ β2X2+ β3X3 

Y = 0,518 + 0,55X1+ 0,332X2+0,324X3 

 

Dimana :  

Y   =  Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan  

X1  =  Penilaian terhadap aspek sistem dan prosedur 

X2  = Penilaian terhadap aspek sumberdaya manusia 

petugas 

X3 =  Penilaian terhadap aspek biaya 
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Hasil regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 4.3.  

Tabel. 4.3. Hasil regresi linear berganda faktor-faktor yang mempengaruhi  

  pengguna layanan terhadap kepuasan pelayanan 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .965(a) .931 .928 2.14348 

a  Predictors: (Constant), BIAYA, SISPRO, PEGAWAI 

 

ANOVA(b) 

Model   

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5414.781 3 1804.927 392.843 .000(a) 

  Residual 404.318 88 4.595     

  Total 5819.099 91       

a  Predictors: (Constant), BIAYA, SISPRO, PEGAWAI 

b  Dependent Variable: P18 

 

 Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) -.518 2.504   -.207 .837 

  SISPRO 11.738 .763 .550 15.378 .000 

  PEGAWAI 9.146 1.016 .332 9.004 .000 

  BIAYA 4.218 .398 .324 10.602 .000 

a  Dependent Variable: P18 

 

Hasil regresi yang ditunjukkan oleh tabel Analisis of Variance 

(ANOVA) juga menunjukkan koefien F sebesar 392,8 dan tingkat 

signifikansi < 0,05. Nilai ini berarti bahwa secara bersama-sama, 

ketiga faktor tersebut yaitu sistem dan prosedur pelayanan, petugas 

yang melayani dan kewajaran biaya memberikan pengaruh positif 

yang signifikan terhadap indeks kepuasan atas pelayanan PTSP 

dengan tingkat kepercayaan sampai dengan 95%. Artinya jika ketiga 

faktor tersebut diperbaiki sehingga masyarakat pengguna layanan 
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memberikan penilaian yang lebih baik, maka tingkat kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan juga semakin baik.  

Berdasarkan tabel-tabel tersebut terlihat bahwa model yang 

dibangun memiliki kesesuaian yang baik dan dapat menjelaskan 

keadaan yang sebenarnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 

goodness of fit (R-square) yang mencapai 0,931. Nilai ini 

menunjukkan bahwa model yang dibangun yaitu bahwa tingkat 

kepuasan dipengaruhi oleh sistem dan prosedur pelayanan yang 

dikembangkan di PTSP, kondisi pegawai yang memberikan pelayanan 

dan kewajaran biaya, mendekati kondisi yang sebenarnya. 

Selanjutnya tabel coofficient hasil regresi juga memperlihatkan 

ketiga variabel bebas menunjukkan koefisien yang yang bertanda 

positif dan masing-masing memiliki nilai  t-hitung yang besar serta 

signifikansi yang < 0,05. Kondisi ini berarti masing-masing faktor 

secara sendiri-sendiri juga memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pada tingkat 

kepercayaan  95%. Variabel sistem dan prosedur pelayanan memiliki 

koefisien sebesar 0,55 dengan tanda positif dan nilai koefisien t-hitung 

sebesar 15,378 dan ruang untuk menerima hipotesa < 0,05. Variabel 

pegawai petugas pelayanan memiliki koefisien sebesar 0,332 dengan 

tanda positif dan nilai koefisien t-hitung sebesar 9,004 dan ruang 

untuk menerima hipotesa < 0,05. Variabel kewajaran biaya memiliki 

koefisien sebesar 0,324 dengan tanda positif dan nilai koefisien t-

hitung sebesar 10,602 dan ruang untuk menerima hipotesa < 0,05. 

Nilai-nilai tersebut berati bahwa pada tingkat kepercayan 95%, faktor 

sistem dan prosedur pelayanan, petugas yang memberikan pelayanan 

dan kewajaran biaya masing-masing memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat kepuasan meskipun perubahan yang 

diberikan tidak terlalu besar. Hal ini juga berarti, dengan tingkat 

keyakinan 95%, hipotesa bahwa prosedur pelayanan, petugas yang 
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memberikan pelayanan dan kewajaran biaya tidak memiliki pengaruh 

signifikan yang positif dapat ditolak. 

Jika dilihat dari besaran nilai koefien dari ketiga faktor yang 

menjadi variabel bebas dalam model ini, seluruh koefiein memiliki 

nilai yang kecil yaitu kurang dari satu. Hal ini menunjukkan meskipun 

ketiga variabel aspek pelayanan tersebut memberikan pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepuasan pelayanan, namun besaran 

pengaruhnya tidak besar. Artinya, setiap perubahan satu satuan dari 

penilaian atas ketiga variabel tersebut, hanya menambah tingkat 

kepuasan pelayanan dalam besaran yang tidak terlalu besar.  

Hasil pengolahan data juga menunjukkan koefisien terbesar 

adalah untuk sistem dan prosedur pelayanan, diikuti oleh variabel 

petugas PTSP dan variabel kewajaran biaya. Ini menunjukkan bahwa 

variabel sistem dan prosedur pelayanan memiliki pengaruh yang 

paling besar terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan. Semakin 

baik sistem dan prosedur pelayanan yang diterapkan oleh PTSP yang 

memberikan kemudahan bagi investor yang menggunakan layanan 

PSTP untuk mengurus izin, maka semakin tinggi kepuasan  pengguna  

layanan PTSP. Sebaliknya variabel kewajaran biaya meskipun juga 

memiliki tingkat pengaruh yang signifikan, namun pengaruhnya tidak 

sebesar variabel sistem dan prosedur pelayanan dan variabel petugas 

pelayanan. Hal ini secara implisit berarti bahwa meskipun biaya yang 

wajar dan sesuai dengan ketentuan cukup penting, namun pemohon 

izin di PTSP masih bisa bertoleransi dengan adanya biaya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam pengurusan izin di PTSP. 

Hasil analisis ini juga konsisten dengan teori dimensi pelayanan 

publik bahwa tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 

dipengaruhi oleh empat aspek yaitu (1) sistem dan prosedur, (2) 

fasilitas, sarana dan prasarana, (3) waktu dan biaya, dan (4) SDM 

petugas pelayanan. Empat aspek ini merupakan penerjemahan dari 
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lima dimensi yang menentukan kualitas suatu pelayanan perizinan 

yaitu (i) kemampuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat (resposiveness), (ii) kemampuan untuk melakukan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan (reliability), (iii) keterbukaan terhadap prosedur dan 

proses (transparency), (iv) keahlian, kesigapan  dan kesopanan 

petugas dalam memberikan pelayanan (assurance), dan (v) aspek fisik 

yang mendukung pelayanan seperti sarana dan prasaran, termasuk 

petugas (tangibles)  

Hasil analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan di PTSP bidang 

penanaman modal BPMP Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa 

PTSP-BPMP harus memberikan perhatian khusus untuk memperbaiki 

pelayanan perizinan agar masyarakat khususnya investor mendapatkan 

pelayanan yang nyaman dan memuaskan. Prioritas pertama yang 

harus diperbaiki adalah sistem dan prosedur pelayanan yang 

dijalankan dalam melayani permohonan perizinan. PTSP harus bisa 

memastikan bahwa prosedur yang dilakukan tidak rumit dan 

memberikan kemudahan bagi pemohon izin, memberikan pelayanan 

yang cepat dan persyaratan yang tidak terlalu banyak dan berulang-

ulang. PTSP-BPMP juga perlu memberikan perhatian terhadap 

peningkatan kapasitas dan kemampuan dari pegawainya dalam 

memberikan pelayanan kepada pemohon izin. Salah satu cara yang 

dapat ditempuh dalam upaya memperbaiki pelayanan petugas adalah 

melalui pelatihan dan capacity building baik dari sisi pemahaman 

tentang perizinan dan aspek hukumnya, maupun dari aspek 

pemahaman dan praktek pelayanan prima serta kepribadian.  

 Tingkat kepuasan yang semakin tinggi bagi pemohon izin pada 

gilirannya akan mendorong pemohon izin untuk mengurus kembali 

perizinan usahanya di PTSP-BPMP Propinsi DKI Jakarta. Perbaikan 

terhadap pelayanan izin investasi dan usaha ini juga akan berdampak 
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pada perbaikan iklim usaha di Jakarta dan diharapkan akan berdampak 

positif pada peningkatan investasi. Sehingga Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap upaya 

perbaikan pelayanan perizinan di PTSP melalui pengembangan dari 

sisi kelembagan, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana 

pendukung maupun kapasitas sumberdaya manusia petugas yang 

memberikan pelayanan di PTSP  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang Kami lakukan dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  

1. Setelah dikembangkan menjadi UPT-PTSP, intensitas pelayanan 

perizinan mengalami peningkatan dimana jumlah izin yang dilayani dan 

diproses dalam sepekan di PTSP jauh lebih banyak daripada sebelum 

menjadi UPT-PTSP. Kecepatan memproses izin juga lebih baik dimana 

untuk pemrosesan  izin Undang-Undang  Gangguan yang banyak 

dibutuhkan oleh pelaku usaha setelah menjadi UPT-PTSP berlangsung 

lebih cepat dibanding sebelum menjadi PTSP. 

2. Pelayanan yang diberikan oleh PTSP setelah dikembangkan menjadi unit 

pelayanan juga menunjukkan kemajuan ke arah yang baik. Hasil ini 

ditunjukkan dengan survei Indeks Kepuasan Masyaraat yang berada 

dalam kategori BAIK. Kemajuan ini terutama berasal dari sudah ada 

kelembagaan khusus dalam bentuk unit pelaksana yang menjalankan 

operasional PTSP sehingga staf yang bertugas secara khusus di unit 

tersebut yang mendukung pelayanan PTSP. Unsur yang mendapat 

penilaian sangat baik dari pengguna layanan izin di PTSP adalah unsur 

keadilan untuk mendapatkan pelayanan. Unsur kejelasan dan kepastian 

petugas yang melayani dan keamanan pelayanan juga memperoleh 

penilaian yang positif 

3. Sistem dan prosedur pelayanan, kapasitas petugas yang memberikan 

pelayanan di PTSP dan kewajaran biaya memberikan pengaruh positif 

yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan 

terhadap pelayanan perizinan usaha dan investasi di PTSP BPMP DKI 
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Jakarta. Ketiga aspek tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan PTSP 

4. Diantara tiga aspek pelayanan yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

pengguna layanan PTSP, pengaruh yang paling besar adalah dari unsur 

sistem dan prosedur dalam pelayanan perizinan kepada pemohon izin. 

Untuk itu perbaikan pada aspek sistem dan prosedur perizinan ini perlu 

mendapat prioritas untuk diperbaiki. 

 

5.2.  Saran 

1) Pengembangan UP-PTSP perlu terus dilakukan agar memperkuat fungsi 

penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan. Pengembangan ini 

dilakukan dengan melengkapi dan mengembangkan struktur organisasi 

UP-PTSP sehingga fungsi-fungsi pelayanan baik di front office maupun 

di back office dapat berjalan. Untuk itu diperlukan penambahan staf di 

front office dan mengembangkan unit kerja di back office untuk 

memenuhi pelayanan jenis-jenis izin yang seharusnya dapat dilayani di 

UP-PTSP 

2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di UP-PTSP perlu diperkuat 

dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan 

masing-masing jenis izin yang dilayani agar terdapat standar baku dalam 

pemrosesan izin sesuai dengan waktu yang ditetapkan. PTSP juga perlu 

membuat standar pelayanan minimum (SPM) yang menjadi acuan dalam 

menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada publik. Penyusunan dan 

penerapan SOP dan SPM ini sangat penting untuk mendukung perbaikan 

sistem dan prosedur pelayanan perizinan untuk meningkatkan kepuasan 

pengguna PTSP terhadap pelayanan perizinan di PTSP 

3) Salah satu strategi untuk memperkuat kewenangan yang dimiliki adalah 

dengan mengembangkan kelembagaan penyelenggaraan PTSP dan 

memperkuat dasar hukum penyelenggaraan PTSP. Untuk itu Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta perlu 
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mempertimbangkan untuk membuat Peraturan Daerah untuk 

penyelenggaraan PTSP ini dengan titik berat pada penguatan 

kewenangan, prosedur pelayanan, azas dan prinsip pelayanan yang 

mendukung penyederhanaan, percepatan dan integrasi proses serta 

penguatan posisi kelembagaan. Peraturan Daerah tersebut juga perlu 

didorong untuk memperkuat kelembagaan penyelenggaraan PTSP 

sehingga lebih mandiri dan memungkinkan untuk memiliki kewenangan 

yang lebih besar. Melalui kelembagaan yang lebih kuat, PTSP DKI 

Jakarta dapat lebih leluasa dalam memperbaiki pelayanan perizinan yang 

di selenggarakan dengan dukungan anggaran  dan kewenangan yang 

lebiuh besar. PTSP juga dapat lebih fokus pada fungsi pelayanan 

perizinan. 

4) PTSP DKI jakarta perlu lebih memfokuskan pada upaya memperbaiki 

sistem dan prosedur pelayanan untuk lebih meningkatkan kepuasan 

masyarakat yang menggunakan pelayanan PTSP. Aspek yang perlu 

mendapat prioritas untuk perbaikan adalah kemudahan prosedur 

memperoleh izin, konsistensi antara persyaratan dengan jenis izinnya, 

kejelasan dan kepastian petugas dan peningkatan kecepatan dalam 

memberikan pelayanan kepada pemohon izin. 

5) Bagi para pelaku usaha dan investor, upaya perbaikan dan peningkatan 

kuaitas pelayanan di PTSP ini agar dapat meningkatkan minat untuk 

berinvestasi dan mengembangkan usaha dengan dukungan pelayanan 

perizinan yang lebih baik. 

6) Bagi dunia Ilmu Pengetahuan dan pihak lain yang terkait adalah sebagai 

sumbang saran terutama dalam lingkup pendidikan serta dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi atau referensi untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut. 
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Lampiran 1 : Singkatan-singkatan 

 

BPMP   : Badan Penanaman Modal dan Promosi 

BKPM  : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

BPS  : Biro Pusat Statistik 

PTSP  : Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

PTSA  : Pelayanan Terpadu Satu Atap 

PERC  : Political Economic Risk Consultancy 

SKPD  : Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

PMA  : Penanaman Modal Asing 

PMDN  : Penanaman Modal Dalam Negeri 

PERDA : Peraturan Daerah 

APIT  : Angka Pengenal Importir Terbatas 

IUT  : Izin Usaha Terbatas 

SIPPT  : Surat Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah 

HO/UUG : Hinder Ordonantie / Izin undang-undang Gangguan 

SP  : Surat Persetujuan 

UP  : Unit Pelayanan 

IPO  : Initial Public Offering 

TDP  : Tanda Daftar Perusahaan 

SIUP  : Surat Izin Usaha Perdagangan 

NPM  : New Public Management 

KTUN  : Keputusan Tata Usaha Negara 

IFC  : International Finance Corporation 

CESS  : Center for Economic and Social Studies 
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Lampiran 2: Kuesioner Penelitian 

 

 

 

Yth. Bapak/Ibu/Sdr 

Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini dalam rangka perbaikan pelayanan UP 

PTSP. Berikan penilaian secara obyektif sesuai dengan yang bapak/ibu/Sdr rasakan. Data 

bapak/ibu/Sdr akan dirahasiakan dan informasinya hanya untuk keperluan survei ini. 

 

No. Kuesioner   : ......................................  Tanggal         : ............................... 

Nama    : ......................................  Nama Perusahaan  : .............................. 

Izin yang diurus : ...................................  

 

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedurpelayanan unit ini ? 

1. Tidak Mudah   2. Kurang Mudah 3. Mudah       4. Sangat Mudah 

 

 

2. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan 

jenis pelayanan ? 

1. Tidak Sesuai  2. Kurang Sesuai 3. Sesuai      4. Sangat sesuai 
 

 

3. Bagaimana pendapat saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang 

melayani ? 

1. Tidak jelas 2. Kurang jelas  3. Jelas       4. Sangat jelas 
 

 

4. Bagaimana pendapat saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan 

pelayanan ? 

1. Tidak disiplin 2. Kurang disiplin 3. Disiplin         4. Sangat disiplin 
 

 

5. Bagaimana pendapat saudara tentang tanggungjawab petugas dalam memberikan 

pelayanan ? 

1. Tidak bertanggungjawab   2. Kurang bertanggungjawab  

3. Bertanggungjawab    4. Sangat bertanggungjawab 
 

Survei  

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna Layanan 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal 

Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Propinsi DKI Jakarta 
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6. Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan  petugas dalam memberikan 

pelayanan ? 

1. Tidak mampu 2. Kurang mampu 3. Mampu     4. Sangat disiplin 
 

 

7. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini? 

1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat    4. Sangat cepat 

 

 

8. Bagaimana pendapat saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan di 

unit ini? 

1. Tidak cepat 2. Kurang cepat 3. Cepat     4. Sangat cepat 

 

9. Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas 

dalam memberikan pelayanan? 

1. Tidak sopan dan ramah    2. Kurang sopan dan ramah 

  

3. Sopan dan ramah    4. Sangat sopan dan ramah 

 

10. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan 

pelayanan? 

1. Tidak wajar 2. Kurang wajar 3. Wajar       4. Sangat wajar 

 

11. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan? 

1. Selalu tidak sesuai    2. Kadang-kadang sesuai 

  

3.   Banyak sesuainya    4. Selalu sesuai 

 

12. Bagaimana pendapat saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal 

waktu pelayanan ? 

1. Selalu tidak tepat    2. Kadang-kadang tepat 

  

3.  Banyak tepatnya    4. Selalu tepat 

 

13. Bagaimana pendapat saudara tentang kenyamanan di lingkungan PTSP BPMP ? 

1. Tidak nyaman 2. Kurang nyaman 3. Nyaman     4. Sangat nyaman 

 



97 

 

14. Bagaimana pendapat saudara tentang keamanan pelayanan du unit ini? 

1. Tidak Aman 2. Kurang aman 3. Aman     4. Sangat aman 

 

15. Dari pengalaman mendapat pelayanan di PTSP ini, apakah anda akan mengurus 

ijin usaha lagi di PTSP Jakarta jika anda ingin mengembangkan usaha ? 

1. Ya    2. Tidak 

 

16. Dari pengalaman mendapat pelayanan di PTSP ini, menurut anda, apakah 

mengurus perijinan usaha di Jakarta saat ini menjadi lebih mudah ? 

1. Ya    2. Tidak 

 

 

 Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr dalam survei ini  



Lampiran 3 : Jawaban Kuesioner

A_NO Nama Izin Gender P1 P2 P3 P7 P8 P12 P4 P5 P6 P9 P10 P11 P13 P14 SisPro Pegawai Biaya P17 P18 P19

1 Djalan S SIUP 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3.17            3.5 4 3.36 83.93

2 Hindi SIUP 0 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3.00            3 3.5 3.07 76.79

3 Ratu Sarah TDP dan SIUP 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2.67            3 3.5 2.93 73.21

4 Yusuf Harsono SIUP 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2.17            2 2 2.14 53.57

5 Jeffry M SIUP 1 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3.67            3.25 3.5 3.57 89.29

6 Victor SIUP 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3.17            3 4 3.21 80.36

7 Sutiyono SIUP 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3.00            3 3.5 3.21 80.36

8 Putrayadi SIUP 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3.17            3.5 3.5 3.29 82.14

9 Iriena Inayatin TDP 0 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17            3 3.5 3.14 78.57

10 Muhali TDP dan SIUP 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3.83            3.25 3 3.50 87.50

11 Vita TDP 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2.67            3.25 3 2.93 73.21

12 Dian SIUP 0 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2.67            3 1.5 2.57 64.29

13 Arita TDP 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2.83            3 1.5 2.71 67.86

14 M. Gunawan SIUP 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.00            3 3.5 3.07 76.79

15 Jaja Suryaman TDP dan SIUP 1 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 4 3.00            3.25 2.5 3.14 78.57

16 Eva Sofyan TDP 0 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3.67            3.75 4 3.71 92.86

17 Endro Sulistiyo SIUP 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.00            3.25 3 3.07 76.79

18 Kadir TDP 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2.33            3 4 2.86 71.43

19 Edi Budiman PPM 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3.67            3.25 4 3.64 91.07

20 Winnie Aditya SIUP 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2.67            3 2.5 2.71 67.86

21 Fransisca TDP 0 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2.83            3 2.5 2.86 71.43

22 Nanang Rifyanto TDP 1 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2.83            3.25 3.5 3.21 80.36

23 Lita SIUP 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.00            3 3.5 3.07 76.79

24 Edi Supriyadi TDP 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2.83            3 3.5 3.00 75.00

25 Rony Marpaung SIUP 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2.50            3 2 2.64 66.07

26 Muharom SIUP 1 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3.67            3.25 3.5 3.43 85.71

27 Toni H TDP 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3.83            3.5 3.5 3.57 89.29

28 Ikbaludin TDP 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3.17            3 3 3.07 76.79

29 Asep S SIUP 1 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3.50            3.25 2.5 3.21 80.36

30 Sutanto K TDP 1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3.33            3.5 2.5 3.29 82.14

31 Januar TDP 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3.00            3 2 2.79 69.64

32 Yudi Indrata IP PM 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17            3 3.5 3.14 78.57

33 Moh. Lufti SIUP 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3.17            3.5 4 3.36 83.93

34 Teguh W SIUP 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17            3 3.5 3.14 78.57

35 Sudaryo SIUP 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00            3 3 3.00 75.00

36 Abi Wibisono TDP 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.67            3 3 2.86 71.43

37 Cukidi TDP 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17            3 3.5 3.14 78.57

38 Mukhlis SIUP 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3.83            3.75 3.5 3.71 92.86

39 Suryanto TDP 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3.83            3.75 3.5 3.79 94.64

40 Nuryadi SIUP 1 4 3 3 2 2 1 3 3 3 4 3 4 3 3 2.50            3.25 3.5 2.93 73.21

41 Lilik Shanty TDP 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.83            3 2.5 2.86 71.43

42 Denasari TDP 0 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.50            3 3 2.79 69.64

43 Andi Pati Mulia TDP 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2.50            3.25 3 2.93 73.21

44 Nurrahmad TDP 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2.83            3.25 3 3.07 76.79

45 Candra R TDP 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3.33            3 4 3.29 82.14

46 Lulu TDP 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.83            3 3 2.93 73.21

47 Trisna B TDP dan SIUP 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.67            3 2.5 2.79 69.64

48 Amir IP2 PM 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3.33            3.5 3.5 3.36 83.93

49 Tatok S SIUP 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3.50            3.5 3 3.50 87.50

50 Arif Lesmana TDP dan SIUP 1 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 1 2 4 4 3.17            3 1.5 3.00 75.00

51 Endro SIUP 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2.83            3 3.5 3.00 75.00

52 Desi Natalia SIUP 0 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3.00            2.75 3 3.00 75.00

53 Prajat WS SIUP 1 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 2.83            3.5 4 3.29 82.14

54 Faster IU2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.67            3 3 2.86 71.43

55 Eric TDP 1 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2.67            3.5 3.5 3.07 76.79

56 Moh. Rais B SIUP 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.83            3 2.5 2.86 71.43
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57 Fundy SIUP 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.50            3 2.5 2.71 67.86

58 Firman IU 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3.17            3 3.5 3.14 78.57

59 Joe TDP 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.50            3 3 2.79 69.64

60 Saifullah SIUP 1 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3.33            3.25 3 3.14 78.57

61 Yudianto SIUP 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.67            3 2.5 2.79 69.64

62 Denny S SIUP 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.83            3 3 2.93 73.21

63 Karnadi SIUP 1 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3.00            3 4 3.29 82.14

64 Lia SIUP 0 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3.33            3.5 3.5 3.36 83.93

65 Hermawan TDP 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3.00            3 2.5 2.93 73.21

66 Lili Surya SIUP 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.83            3 3 2.93 73.21

67 Anwar TDP 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3.33            3 3.5 3.29 82.14

68 Octo Noya SIUP 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00            4 4 4.00 100.00

69 Randy SIUP 1 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3.50            3.5 3.5 3.57 89.29

70 Anton SIUP 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00            3 3 3.00 75.00

71 Ordani S TDP 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2.83            3 2.5 2.86 71.43

72 Dewi TDP 0 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2.33            3 3 2.71 67.86

73 Edward S SIUP 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3.33            3.25 3.5 3.29 82.14

74 Karim DJ SIUP 1 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2.50            3 4 2.93 73.21

75 Susanto TDP 1 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3.17            3 2.5 3.14 78.57

76 Irma TDP 0 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3.00            3.25 3.5 3.14 78.57

77 Ikhwanudin TDP 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2.83            3.25 3.5 3.21 80.36

78 Darna TDP 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3.33            3.25 3.5 3.43 85.71

79 Prisilia TDP 0 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2.50            3.25 2.5 2.79 69.64

80 Nur L TDP 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2.50            2.5 2.5 2.57 64.29

81 Rina TDP 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3.00            3.5 3.5 3.21 80.36

82 David P SIUP 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2.83            3 2.5 2.86 71.43

83 Fadli SIUP 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3.67            4 3.5 3.79 94.64

84 Tomson TDP 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2.67            3 3.5 2.93 73.21

85 Reza N SIUP 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3.50            3.25 2.5 3.36 83.93

86 Hanum TDP 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.00            3 3.5 3.07 76.79

87 Efendi SIUP 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3.17            3.5 3 3.29 82.14

88 Sunarso TDP 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3.33            3.5 3.5 3.43 85.71

89 Dino SIUP 1 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3.00            3.5 2.5 3.07 76.79

90 Aryo TDP 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2.50            3 2 2.64 66.07

91 Gunadi TDP 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3.50            3.5 2.5 3.29 82.14

92 Eksi H TDP 0 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1.67            3 2.5 2.36 58.93

NRRi 3.18 3.12 3.23 2.70 2.93 2.90 3.12 3.18 3.05 3.30 3.01 3.20 3.20 3.22   NRR tertimbang 3.10 77.41

laki-laki 70 293.00 287.00 297.00 248.00 270.00 267.00 287.00 293.00 281.00 304.00 277.00 277.00 294.00 294.00  284.86  

Prempuan 22  ikm

79.62 77.99 80.71 67.39 73.37 72.55 77.99 79.62 76.36 82.61 75.27 79.89 79.89 80.43  skala 1-100

   

1 2 3 7 8 12 4 5 6 9 10 11 13 14

IKM per unsur
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Lampiran  4 : Data Sekunder  perbandingan 2009 - 2012

2009 2012 selisih 2009 2012 selisih

1 M1 4 60 56 5 4 1

2 M2 1 71 70 4 4 0

3 M3 1 83 82 4 2 2

4 M4 3 59 56 5 2 3

5 M5 7 86 79 12 4 8

6 M6 0 88 88 0 2 -2

7 M7 0 78 78 0 4 -4

8 M8 4 79 75 7 4 3

9 M9 1 69 68 8 4 4

10 M10 1 83 82 6 4 2

11 M11 4 94 90 8 4 4

12 M12 3 54 51 5 3 2

13 M13 4 88 84 6 4 2

14 M14 5 60 55 4 2 2

15 M15 2 88 86 3 5 -2

16 M16 4 102 98 15 1 14

17 M17 4 70 66 18 2 16

18 M18 2 96 94 16 2 14

19 M19 0 97 97 0 2 -2

20 M20 3 65 62 4 2 2

21 M21 6 62 56 8 10 -2

22 M22 2 15 13 12 4 8

23 M23 6 87 81 10 2 8

24 M24 6 85 79 15 7 8

25 M25 3 71 68 15 4 11

26 M26 2 90 88 16 2 14

Total pengurusan 78 1980 206 90

Rata-rata 3 76.154

  

   

  

100

Rata2 dilayani Lamanya proses UUG (hari)
MingguNo
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LAMPIRAN 5: 

Hasil Regresi dengan Model Regresi Linier Sederhana (OLS) untuk Pengaruh 

Penilaian atas Sistem dan Prosedur Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan 

Pengguna Layanan PTSP 

 

 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .906(a) .821 .819 3.39947 

a  Predictors: (Constant), SISPRO 
 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4779.022 1 4779.022 413.538 .000(a) 

  Residual 1040.077 90 11.556     

  Total 5819.099 91       

a  Predictors: (Constant), SISPRO 
b  Dependent Variable: P18 
 
 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 25.327 2.585   9.796 .000 

  SISPRO 17.297 .851 .906 20.336 .000 

a  Dependent Variable: P18 
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LAMPIRAN 6: 

Hasil Regresi dengan Model Regresi Linier Sederhana (OLS) untuk Pengaruh 

Penilaian atas Petugas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 

PTSP 

 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .792(a) .628 .624 4.90394 

a  Predictors: (Constant), PEGAWAI 
 
 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3654.720 1 3654.720 151.972 .000(a) 

  Residual 2164.380 90 24.049     

  Total 5819.099 91       

a  Predictors: (Constant), PEGAWAI 
b  Dependent Variable: P18 
 
 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 8.255 5.633   1.466 .146 

  PEGAWAI 21.844 1.772 .792 12.328 .000 

a  Dependent Variable: P18 
 
 

  



103 

 

LAMPIRAN 7: 

Hasil Regresi dengan Model Regresi Linier Sederhana (OLS) untuk Pengaruh 

Penilaian atas Kewajaran Biaya terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 

PTSP 

 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .617(a) .380 .373 6.33042 

a  Predictors: (Constant), BIAYA 
 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2212.414 1 2212.414 55.208 .000(a) 

  Residual 3606.685 90 40.074     

  Total 5819.099 91       

a  Predictors: (Constant), BIAYA 
b  Dependent Variable: P18 
 

 

 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 52.472 3.420   15.342 .000 

  BIAYA 8.035 1.081 .617 7.430 .000 

a  Dependent Variable: P18 
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Lampiran 8: Distribusi Frekuensi 

 

No Indikator Pelayanan 
Distribusi Frekuensi 

1 2 3 4 

1 Kemudahan prosedur pelayanan  3 4 74 21 

2 
Kesesuaian persyaratan pelayanan 
dengan jenis pelayanan 0 5 83 14 

3 
Kejelasan dan kepastian petugas yang 
melayani  0 6 71 25 

4 
Kedisiplinan petugas dalam memberikan 
pelayanan  0 3 84 15 

5 
Tanggungjawab petugas dalam 
memberikan pelayanan  0 5 75 20 

6 
Kemampuan  petugas dalam memberikan 
pelayanan  0 2 91 7 

7 Kecepatan pelayanan  3 32 61 6 
8 Keadilan untuk mendapatkan pelayanan  2 14 76 10 

9 
Kesopanan dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan 0 3 69 32 

10 
Kewajaran biaya untuk mendapatkan 
pelayanan 5 6 78 13 

11 
Kesesuaian biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan 3 26 26 47 

12 
Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal 
waktu pelayanan 4 39 23 36 

13 Kenyamanan di lingkungan PTSP  1 4 74 23 
14 Keamanan pelayanan  0 1 80 21 

15 
Inggin menggunakan kembali PTSP untuk 
ijin usaha/investasi 100 2   

16 Pelayanan di PTSP menjadi lebih baik 100 2   
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Lampiran 9: Struktur Organisasi BPMP Provinsi DKI Jakarta 
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Lampiran 10: Alur Proses Pengurusan Izin melalui PTSP   

Bidang Penanaman Modal DKI Jakarta 
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Lampiran 11: Waktu dan Retribusi di PTSP BPMP Provinsi DKI Jakarta 
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Lampiran 12: PELAYANAN PAKET PERIJINAN PARALEL PTSP  

BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI DKI JAKARTA  

 


	1.COVER TESIS PTSP 2013
	2. Lembar Pengesahan
	3. Lembar Pernyataan
	4. Kata Pengantar
	5. ABSTRACT
	6. Daftar Isi
	7. BAB 1-5+ Daftar Pustaka
	8. Daftar Singkatan
	9. Kuesioner Penelitian
	10. Jawaban Kuesioner
	11. Data Sekunder
	12. Lampiran Hasil Regresi Linier Sederhana
	13. Distribusi Frekuensi

